PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan di dunia ini telah digariskan oleh Tuhan (Allah Yang
Maha Kuasa) sebagai suatu ujian bagi manusia. Manusia harus sadar bahwa
kehidupan di dunia hanya sebagai persinggahan, karena bagi kita yang
mempercayai kehidupan ini ada sebelum kehidupan sebelum di dunia,
kehidupan dunia, dan kehidupan alam akhirat. Secara universal semua
agama pada umumnya sama dalam memandang kehidupan ini, demikian
pula kehidupan didunia yang bersifat sementara ini.

Kehidupan di dunia ini, manusia memegang peranan yang sangat
penting dalam menjaga alam agar tidak terjadi bencana. Bencana sendiri
bisa terjadi karena kondisi alam itu sendiri, dan bencana bisa terjadi karena
sebab perilaku manusia. Bahkan sekarang ini bencana lebih banyak
disebabkan oleh sikap dan perilaku manusia yang memperlakukan alam
demi keuntungan sendiri.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Manusia hanya bisa terus bersiap-siap menghadapi bencana yang tidak tahu
kapan akan datang. Adapun persiapan-persiapan yang bisa dilakukan saat
ini adalah memeriksa kondisi-kondisi sekitar dan memperkuat segala
pondasi.

Mengingat kondisi alam saat ini dengan perubahan iklim yang
ekstrim, maka manusia melalui institusi negara yang dibentuk penting
sekali mempersiapkan segala sesuatu apabila terjadi bencana telah siap
menghadapinya. Melalui institusi yang dipecayakan kepada negara yang
dibentuk baik di Pemerintah Pusat, terlebih lagi di daerah siap untuk
melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan

bencana. Tujuannya tidak lain adalah untuk meminalisir terjadinya korban
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jiwa manusia, dan korban lainnya. Termasuk kehilangan dan kerusakan
harta benda.

Begitu banyak bencana alam terjadi di berbagai wilayah Indonesia
dengan jenis bencana bervariasi, dengan magnitude serta frekuensi yang
relatif tinggi. Bencana alam mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik
secara langsung maupun tidak langsung semisal korban jiwa, rusak dan
hilangnya harta, rusaknya infrastruktur, lingkungan hidup rusak, dan
trauma bagi korban yang berhasil selamat. Penyebab bencana alam dapat
dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh alam
itu sendiri, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan angin,
dan bencana alam yang disebabkan aktivitas manusia misalnya pemotongan
lerang, penebangan hutan, pembakaran hutan, pembuangan sampah
sembarangan, pengeboran minyak bumi dan masih banyak lagi. Bencana
lainnya yaitu disebabkan adanya konflik hubungan atau aktivitas manusia
dengan sesama manusia seperti perselisihan antar suku/kelompok.!?

Indonesia dengan luas wilayah didominasi luas lautan yaitu 2/3
wilayahnya adalah laut. Wilayah darat yang hanya terdiri dari 1/3 saja
adalah terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Tentu saja juga sangat
rentan terjadinya bencana, yaitu bencana alam. Bencana alam di Indonesia
didominasi oleh bencana banjir, bencana taanah longsor, Tsunami, Gunur
berapi, angin putting beliung dan angin badan, serta bencana kebakaran
rumah dan hutan utamanya, sehingga berakibat pada bencana asap.

Kota Bontang sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang ada di
wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Juga termasuk daerah yang sangat
rentan terjadinya bencana alam maupun bencana lain seperti bencana
industri atau kegagalan industri. Kondisi gografis Kota Bontang yang
wilayahnya hanya seluas 497.57 km?2 (192.11 sq mi), tepatnya posisinya
terletak pada 0°30'7.76"S 117°9'13.34"E. Pada bagian sebelah timur
berhadapan langsung dengan laut selat Makassar. Sedangkan sebelah barat
dan Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,

sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.2

1y Susanto, 2003, Disaster Management: Di Negeri Rawan Bencana, Jakarta, Eka Tjipto
Foundation halaman 2-3
) https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Bontang
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Posisi Kota Bontang bukan hanya berada di daerah pesisir saja,
melainkan termasuk daerah rendah, makanya pada saat musim hujam seing
terjadi banjir karena air yang turun dari daerah yang lebih tinggi di bagian
barat dan utara dan air menuju ke dataran rendah di Bontang. Selain itu
hadirnya perusahaan besar berupa perusahaan pembuatan pupuk urea oleh
PT.Pupuk Kaltim,Tbk dan perusahaan gas bumi yaitu PT.Badak NGL sangat
penting untuk di kelola secara ketat agar tidak menimbulkan bencana.

Pada faktanya sampai sekarang, bencana yang sering kali terjadi di
Bontang adalah bencana banjir, bencana tanah longsor dan bencana
kebakaran rumah (bangunan). Letak geografis Kota Bontang yang juga
rentan terjadinya bencana, maka dibutuhkan perhatian khusus oleh

Pemerintah Daerah Kota Bontang.

MP N1

Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Kota Bontang
telah membentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kota Bontang inilah
dibentuk karena wajib sebagai lembaga yang khusus menangani bencana di
daerah. Kewajiban dibentuknya institusi yang menangani bencana ini
dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

Sebagai institusi yang wajib untuk dibentuk dan bentuk institusinya
adalah “Badan”, maka badan ini sebagai organisasi yang berfungsi sebagai

organisasi koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dan
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menserasikan dengan insitusi lainnya dalam upaya penanggulangan
bencana.

Kelembagaan pada BPBD tentu saja harusnya disamakan dengan
kelembagaan (OPD) lainnya dalam hal ini pimpinan kelembagaan tersebut.
Apalagi BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana.
Koordinator disini tentu saja dimaknai sebagai semua perencanaan
pembangunan yang berpotensi dapat terjadinya bencana perlu dimintakan
saran dan pendapat dari BPBD dalam upaya pencegahan terjadinya
bencana. BPBD sebagai insitusi di daerah yang khusus menangani
penanggulangan bencana juga wajib memiliki data konkret dan model serta
sistem yang dipergunakan dalam menanggulangi dan mengatasi bencana.
Termasuk wilayah mana saja memiliki titik bencana baik bentuk, macam
dan jenisnya bencana tersebut. Termasuk pula titik mana saja yang
dijadikan tempat evakuasi dan jalur evakuasi yang kongkret. Tentu saja data
ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota
Bontang dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis pada
mencegah bencana.

Selain obyek yaitu bencana yang ditangani seperti apa yang
mendasarinya (dasar hukum), model dan sistem penanggulangan bencana,
hubungan dengan masyarakat, hubungan kelembagaan yang dibangun baik
dengan OPD sendiri, instansi vertikal lainnya, khususnya TNI dan POLRI,

termasuk dengan pihak perusahaan yang ada di Kota Bontang.

1.2. Identifikasi Masalah

Secara geografis, Kota Bontang berada di daerah pesisir laut Selat
Makassar. Potensi abrasi, naiknya permukaan air laut, dan tsunami
(perkiraan kecil), adanya beberapa titik permukaan tanah yang rawan
longsor, dan sering terjadi banjir pada bagian tertentu Kota Bontang.
Bencana lain adalah kegagalan teknologi atau industri, hal ini karena Kota
Bontang dengan luasan wilayah yang kecil, juga memiliki 2 perusahaan
besar yaitu PT.Pupuk Kaltim dan PT.Badak,NGL.

Penanggulangan, bukan hanya terkonstrasi pada mitigasi bencana
saja, tetapi lebih pada pencegahan yang muatan di dalamnya juga
pendidikan (education) kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan

(approach) terlebih melalui agama dan budaya.

4| Page



Perlunya jalur evakuasi dalam mitigasi bencana dan menentukan
titik kumpul dan jalur cepat keluar dari Kota Bontang, melalui perencanaan
yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bontang.

Secara kelembagaan bahwa BPBD Kota Bontang sebagai badan yang
berfungsi sebagai koordinator yang mengkomandoi atas peristiwa bencana
maupun segala bentuk upaya pencegahan dapat kesejajaran posisi
eselonisasi yang dipengaruhi dari typology lembaga menjadi kendala
melakukan hubungan koordinasi dengan OPD lain dilingkungan Kota
Bontang, selain aparat keamananan (TNI) dan aparat penegak hukum

(Kepolisian).

1.3. Tujuan Pembentukan Naskah Akademik Mitigasi Bencana
Tujuan dari hasil penyusunan Naskah Akademik mitigasi bencana di

Kota Bontang ini, sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana sebagai obyek yang menjadi tugas intansi OPD
yang menanganinya telah memiliki dasar hukum yang pasti pada tingkat
daerah Kota Bontang.

2. Mendasari untuk kontruksi normatif yang sesuai dengan peraturan yang
lebih tinggi dan sesuai kewenangan dalam pembentukan norma dalam
Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

1.3. Metode Penelitian
1.3.1. Pendekatan

Pendekatan (approach) dalam penelitian ini adalah normatif dengan
melakukan pengukuran atas ketersediaan perangkat norma yang terkait
dengan studi ini. Tentunya Norma yang dimaksud adalah untuk mengukur
substansi dan kewenangan dalam penanggulangan bencana, sedangkan
substansinya dengan mitigasi bencana dengan memotret potensi bencana di
Kota Bontang yang erat kaitannya dengan peran dan fungsi BPBD sebagai
OPD yang khusus menangani penanggulangan bencana di Bontang.

1.3.2. Bahan Hukum dan Data Empiris

Bahan hukum sebagai landangan atau dasar kajian mendalam tentang

mitigasi bencana. Sebagai bahan hukum dalam kajian ini, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana;

0) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelengaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan data-data empiris dalam melakukan analisis terhadap
bencana yang di Kota Bontang, yaitu:

1) Data Kependudukan berdasarkan data Statistik dari BPS;

2) Data potensi bencana baik bentuk, jenis dan macamnya di wilayah Kota
Bontang;

3) Data-data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bencana di

wilayah Kota Bontang.

1.3.3. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif dari bahan hukum yang ada secara
normatif dan data-data empiris yang diolah sebagai pendukung. Analisis dari
bahan hukum dan data empiris kemudian dianalisis melalui normatif yaitu
kesesuaian dengan  hirarki peraturan perundang-undangan dan
kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Bontang dalam penanggulangan
bencana. Setelah ditemukan hasil analisis peraturan dan kewenangan itu
kemudian masuk dalam kajian filosofis, yaitu hakekat kenapa harus diatur
mitigasi bencana dalam peraturan daerah. Perspektif sosiologi hukum
memandang sejauhmana kemanfaatan dari peraturan daerah yang

mengatur penanggulangan bencana ini dibutuhkan dan mampu dibentuk
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dengan bercirikan kekhasan kearipan lokal masyarakat Bontang. Persfektif
Yuridis memberikan pandangan mendasari secara hukum dalam menjamin
kepastian hukum keberadaan norma yang dibentuk dalam Peraturan

Daerah Kota Bontang mengatur tentang penanggulangan bencana.

1.3.4. Desain/Road Map of Process

Untuk mempermudah dalam melakukan kajian penyusunan Naskah
Akademik ini sehingga dapat mencapai bentuk regulasi Daerah Kota
Bontang dalam pengaturan penanggulangan bencana, maka desain
disajikan, sebagai berikut:

Bagan 1: Alur Desain/Road Mapp of Process

Alam Ide I Alam Pengolah Daya ide

Rencana Kebijakan Regulasi Daerah Analis dengan Pendekatan
Kota Bontang untuk mengatur Hukum dan sosial

penanggulangan bencana

Terhindarnya Kota Bontang dari Normatif pada seperangkat
Norma dan sosial dalam

peristiwa bencana
melakukan penanggulangan
bencana

\ 4

\ 4

N . S S S S S . .. Desain - O S S S S S . -

Alam Fakta Alam Abtsrak

Potensi dan Fakta Bencana di Konstruktif dan formulatif regulasi
Bontang »| Mitigasi Bencana dalam filosofis, |«
sosiologis dan yuridis

- =

Pengaturan Penanggulangan

L

Langkah-langkah Strategis
dalam penanggulangan bencana

Bencana Daerah

T T

Perda Kota Bontang mengatur

tentang Penyelenggaraan
Penanoonlanocan Rencana

1.4. Sistematika Penulisan
Sebagai bentuk gambaran singkat dalam penulisan Naskah Akademik
ini, maka sistematika yang disajikan, sebagai berikut:

Bab1I Pendahuluan
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Bab II

Bab ini adalah bab yang mendasari dalam melakukan penelitian
selanjutnya untuk menyusun Naskah Akademik tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bontang. Oleh
karena itu dalam bab ini terdiri dari Latar belakang, identifikasi
permasalahan, tujuan penyusunan Naskah Akademik, Metode dan
Desain.

Tinjauan Pustaka dan Empiris Mitigas Bencana Kota Bontang
Bab ini menguraikan hal-hal yang mendasari secara teoritis
mengenai bencana. Bahayanya bencana bagi kehidupan manusia
dan alam. Secara teoritis disajikan mengenai hal-hal yang bencana
dan sifat-sifat manusiawi. Selain itu terkait dengan tugas
penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah disajikan teori
kewenangan. Kemudian disajikan pula data-data empiris dan

disertai analisisnya.

Bab III Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Penanggulangan Bencana
Bab ini menjelaskan mengani dasar-dasar hukum mengenai

penanggulangan bencana beserta perangkat negara yang
menanganinya. Sehingga diuraikan secara teratur sesuai hirarki
peraturan perundang-undangan, yaitu dari Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta
Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Penanggulangan
Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Bab IV Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis
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Bab V

Bab VI

Bab ini merupakan bab yang paling mendasar dalam pembentukan
norma yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Filosofis ini
disajikan bukan hanya sekedar dari sudut pandang (persfektif)
filsafat hukum saja, melainkan juga dari persfektif Agama Islam,
Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan lainnya. Sedangkan dari
persfektif sosiologis adalah parameter kemanfaatan bagi masyarakat
atas keberadaan diaturnya mitigasi bencana pada peraturan daerah
Kota Bontang. Demikian pula perspektif yuridis memberikan
gambaran dasar-dasar kajian secara hukum agar terjamin
keberadaan dan kepastiannya.

Arah, Jangkauan, Dan Ruang Lingkup Pengaturan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Bontang

Bab V ini merupakan bab yang berisikan hal-hal mendasar muatan
filosofis, sosiologis dan yuridis. Lalu muatannya menjabarkan nilai
yang diturunkan kepada asas-asas dan dari asas-asas inilah
diturunkan ke dalam ruang norma-norma apa saja yang diatur
dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penutup

Ini merupakan bab terakhir yang berisikan dua hal, yaitu
kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan adalah
keseluruhan hasil kajian lalu kemudian disimpulkan sesuai
identifikasi permasalahan dan dibahas sesuai pada analisis perturan
perundang-undangan dan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis
sehingga melahirkan norma-norma yang diatur dalam Peraturan
Daerah mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
bencana. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan
hasil kesimpulan yang ada, maka dihasilkan saran arau
rekomendasi yang dilaksakan oleh Pemerintah Daerah Kota

Bontang.
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TINJAUAN PUSTAKA DAN EMPIRIS
BAB 11 PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
BONTANG

2.1. Pengertian Bencana dan Dasar Hukum

Peristiwa yang tidak diinginkan atau merugikan kehidupan manusia
dan makhluk lainnya dapat disebut sebagai bencana. Bencana sendiri bisa
terjadi karena kondisi alam. Bencana juga bisa terjadi karena adanya
kerusakan atas sesuatu dari perbuatan manusia. Bahkan bencana juga bisa
terjadi sesama manusia, yaitu konflik sosial dan perang.

Pengertian bencana diambil secara normatif sebagaimana di Indonesia

diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, tepatnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 1,
yaitu:
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sesuatu
yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau
penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang
disebabkan oleh alam.3

Dari pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana tersebut, maka bencana dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

Bagan 2
Pengelompokkan Bencana

Bencana

A 4 A\ 4 A\ 4

Bencana alam Bencana non alam Bencana sosial

3 Purwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 25
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Bencana alam diberikan pengertian sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, yaitu:
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanahlongsor.

Sedangkan bencana non alam diberikan pengertian sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Adapun bencana sosial diartikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:
Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam penanggulangan bencana, tentu saja ada perkiraan bencana
yang akan terjadi, dan ada juga yang tidak bisa di deteksi akan terjadi
peristiwa. Sepanjang bisa diperkirakan atau dideteksi perkiraan akan
terjadinya bencana. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengurangi resiko
terjadinya korban dan kerugian harta benda. Tentu saja sesuai wewenang,
tugas dan fungsinya BPBD ada yang bisa dilaksanakan sendiri dalam
mendekteksi bencana itu, ada juga deteksi yang dilakukan oleh instansi lain
dengan melaksanakan koordinasi dengan BPBD. Pengurangan resiko
bencana ini disebut Mitigasi Bencana.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab I Ketentuan
Umum, Pasal 1 angka (9)dan Perauran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,Pasal 1 ayat (6)). Dan
juga dijelaskan juga pada Pasal 47 ayat (1), Mitigasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi
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masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana (UU No 24 Tahun
2007).

Persiapan tersebut dinamakan mitigasi atau penanggulangan resiko
bencana alam. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa setiap daerah
harus melakukan penanggulangan bencana yang meliputi persiapan
sebelum, sesaat dan sesudah tragedi.

Adapun dua macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural
dan non-struktural. Untuk sekarang, inilah hal-hal terpenting yang perlu
diperhatikan oleh masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Mitigasi dibagi
menjadi dua macam, yaitu:

a. Mitigasi Struktural
Mitigasi strukural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang
dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan
menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus
untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi,
bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System
yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami.
Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan
(vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan
tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan
struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan
tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak
membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Rekayasa
teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah
memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.
b. Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana
selain dari upaya tersebut diatas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan
kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang
Penanggulangan Bencana (UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang
kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang
kota, capacity building masyarakat, bahkan sampai menghidupkan

berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas
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masyarakat, juga bagian dari mitigasi ini. Ini semua dilakukan untuk,
oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana.
Tujuan dari strategi mitigasi adalah untuk mengurangi kerugian-
kerugian pada saat terjadinya bahaya pada masa mendatang. Tujuan utama
adalah untuk mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap penduduk.
Tujuan-tujuan sekunder mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-
kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik
dan mengurangi kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap
infrastruktur sector publik dan mengurangi kerugian-kerugian sector swasta
sejauh hal-hal itu mungkin mempengaruhii masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan-tujuan ini mungkin mencakup dorongan bagi orang-orang untuk
melindungi diri mereka sejauh mungkin.
Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu:
- Bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/
serangkaian peristiwa oleh alam
- Bencana non alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/
serangkaian peristiwa nonalam
- Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/
serangkaian peristiwa oleh manusia
Bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- Bencana alam meteorologi (hidrometeorologi). Berhubungan dengan iklim.
Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus.
- Bencana alam geologi. Adalah bencana alam yang terjadi di permukaan
bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor.
Beberapa kegiatan mitigasi bencana di antaranya:
- pengenalan dan pemantauan risiko bencana,;
- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- pengembangan budaya sadar bencana,;
- penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan
bencana;
- identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman
bencana;
- pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;

- pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
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- pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan
lingkungan hidup

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c
dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh
bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
(PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) baik bencana alam, bencana ulah
manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau
masyarakat. Dalam konteks bencana, dekenal dua macam yaitu (1) bencana
alam yang merupakan suatu serangkaian peristiwa bencana yang
disebabkan oleh fakto alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan tanah longsor, dll. (2) bencana sosial
merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik
social, penyakit masyarakat dan teror. Mitigasi bencana merupakan langkah
yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen
bencana. Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu:

a. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis
bencana.

b. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana.

c. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui
cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan

d. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi
ancaman bencana.

Berikut ini contoh siklus manajemen bencana, yaitu Tahap
prabencana dapat dibagi menjadi kegiatan mitigasi dan preparedness
(kesiapsiagaan). Selanjutnya, pada tahap tanggap darurat adalah respon
sesaat setelah terjadi bencana. Pada tahap pascabencana, manajemen yang
digunakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap prabencana meliputi
mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya tersebut sangat penting bagi masyarakat
yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai persiapan menghadapi
bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian. Tanggap darurat
bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada
saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

Tahap pasca bencana meliputi usaha rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai
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upaya mengembalikan keadaan masyarakat pada situasi yang kondusif,
sehat, dan layak sehingga masyarakat dapat hidup seperti sedia kala
sebelum bencana terjadi, baik secara fisik dan psikologis.

Tentu saja sangat penting bagi Kota Bontang untuk membentuk
secepatnya peraturan daerah yang mengatur tentang mitigasi bencana
tersebut, agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan dapat melakukan
upaya meminimalisir resiko akan kerugian korban jiwa dan harta benda,

sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang.

2.2. Kewenangan dalam Penanggulangan Bencana

Mengenai kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan dengan
kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau wewenang adalah istilah yang
biasa digunakan dalam bidang hukum publik. Namun demikian
sesungguhnya kewenangan berbeda dengan wewenang. Menurut Diah
Retuning Maharani, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal.
Yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari
kekuasaan eksekutif/administrasi. Di dalam kewenangan terdapat
wewenang-wewenang (rechtbevoegheden). Sedangkan wewenang (authority)
adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta
dipatuhi.+

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai dasar
berpikir seperi Herbert A.Simon,> wewenang adalah suatu kekuasaan untuk
mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan pimpinan
dengan bawahan.Sedangkan menurut SF. Marbun® wewenang adalah
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik (yuridis), juga
sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang untuk
melakukan hubungan hukum.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo,” mengatakan wewenang

adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.

‘) Diah Retuning Maharani, www Teori Kewenangan.com, diunduh tanggal 12 Mei 2019

%) Herbert A.Simon, Perilaku Administarsi (terjemahan), (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hlm
195

6) SF.Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,
(Yogyakarta, Liberty, 2005), hlm 154

") Prajudi Atmosuditjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Bhakti Indonesia, 1998), hlm
76
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Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan
dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan
diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan
formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh
Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.
Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan
tertentu yang bulat.

Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian)
tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang
melalui 2(dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan
wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam
tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang
dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya
berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.
Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD)
atau peraturan perundang-undangan. Selain secara atribusi, wewenang juga
dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

a. delegasi
b. mandat

Bagan 3
Pembagian Wewenang

Atribusi

Wewenang Delegasi

Pelimpahan
wewenang

Mandat

Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian.
Pendelagasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi disebut

delegan. Philipus Hardjon® berpendapat mengenai delegasi ini terdapat

8 Philipus.M. Hardjon, Op.Cit, him 187
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syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebagai berikut:

a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya
delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam
peraturan perundang-undangan.

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki
kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi.

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans
memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang
tersebut.

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi
(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, merupakan
mandat yang diterima oleh delegans. Mandat sendiri menurut Kolsteren?®
mengatakan berasal dari bahasa latin, “mandatum”, kata kerjanya
mandare,-atum yang berarti melimpahkan (overdragen), mempercayakan
(toevertrouwen), memerintahkan (bevelen). “Mandat” artinya pemberi beban
(lastgever) dan berasal juga dari bahasa latin “mandans”. Dalam pemberian
kuasa berlaku asas yang masksudnya setiap pemberian kuasa harus
didasarkan atas alasan yang sah (Mandatum nisi gratuitum nullum est).

Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan wewenang,
tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana mandat sebagai suatu
pelimpahan kekuasaan yang melaksanakan tidak bertindak atas nama
sendiri.

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang dalam kekuasaan, maka di
Indonesia dapatlah Penulis gambarkan mengenai pelimpahan wewenang
yang berkaitan dengan Negara Hukum yaitu Indonesia. Pelaksanaan
desentralisasi, otonomi daerah dan pelimpahan wewenang itu sendiri penulis

gambarkan sebagai berikut:

Bagan 4

%) Kolsteren A, Prisma Vreemde Woordenbock, cet.1V, (Het SpectrumN. V) Utrecht, hlm
198. Dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik
Indonesia, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, (Surabaya, 1990), hlm 85
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Konsep Mengenai Negara Hukum dan Konsep Wewenang

Konsep Negara Hukum

v

Konsep Desentralisasi

v

Konsep Otonomi

v v v

Konsep Otonomi Riil Konsep Otonomi Formaiil Konsep Otonomi Materi

|

Konsep wewenang

v

Terkait dengan wewenang ini adalah hak dalam melakukan tindakan
hukum atas prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem
Pemerintahan di Indonesia. Bahwa wewenang dibagi dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan pada tingkatan
Pemerintah Desa. Pembagian kewenangan ini hubungannya dengan tugas
yang dilaksanakan sebagai beban tanggungjawab atas wewenang yang
diberikan.

Pembagian wewenang dalam penanggulangan bencana antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, tepatnya dalam Lampiran huruf E.Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta
PerlindunganMasyarakat:

Tabel 2.1: Pembagian kwenangan sebagaimana dalam Lampiran Huruf
E, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

No Sub Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Urusan Pusat Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5

2 | Bencana Penanggulangan | Penanggulangan [Penanggulangan
bencananasional. | bencanaprovinsi. pencanakabupaten/kota.

Wewenang ini telah dibagi sesuai bidang tugas dalam penanggulangan
bencana. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah baru diterbitkan dan lebih dulu Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tetapi pembagian
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kewenangan tersebut sudah saling adanya harmonisasi. Secara khusus

pembagian wewenang dan tugas dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2: Pembagian Wewenang dalam Penanganan Bencana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomro 24 Tahun

2007 tentang Penangulangan Bencana:

Pasal, Wewenang Keterangan
ayat
7 (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan | Pemerintah
penanggulanganbencana meliputi: Pusat

a.penetapan kebijakan penanggulangan
bencana selarasdengan kebijakan
pembangunan nasional;

b. pembuatan perencanaan pembangunan
yangmemasukkan unsur-unsur kebijakan
penanggulanganbencana,;

c.penetapan status dan tingkatan bencana
nasional dandaerah;

d.penentuan kebijakan kerja sama dalam
penanggulanganbencana dengan negara lain,
badan-badan, atau pihakpihakinternasional
lain;

e.perumusan kebijakan tentang penggunaan
teknologiyang berpotensi sebagai sumber
ancaman atau bahayabencana;

f.perumusan kebijakan mencegah penguasaan
danpengurasan sumber daya alam yang
melebihikemampuan alam untuk melakukan
pemulihan; dan

g.pengendalian pengumpulan dan penyaluran
uang ataubarang yang berskala nasional.
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9 Wewenang pemerintah daerah dalam | Pemerintah

penyelenggaraan Daerah
penanggulangan bencana meliputi:
a.penetapan kebijakan penanggulangan

bencana pada wilayahnya selaras dengan
kebijakan pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang
memasukkan unsur-unsur kebijakan
penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam
penanggulangan bencana dengan provinsi
dan/atau kabupaten/kota lain;

d.pengaturan penggunaan teknologi yang
berpotensi sebagaisumber ancaman atau
bahaya bencana pada wilayahnya;

e.perumusan kebijakan pencegahan
penguasaan danpengurasan sumber daya
alam yang melebihi kemampuanalam pada
wilayahnya; dan

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran
uang atau barang yang berskala provinsi,
kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan wewenang yang telah dibagi tersebut, maka
dalam penanggulangan bencana diperlukan organisasi yang dibentuk negara
khusus menangani bencana dimaksud. Sesuai Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ini di tingkatan
Pemerintahan Pusat dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB). Sedangan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD).

2.3. Kondisi Empiris Berhubungan dengan Penanggulangan Bencana di
Bontang

2.3.1. Keadaan Umum Kota Bontang

Letak Geografis!©

Kota Bontang terletak di antara titik Oo 01’ — Oo 12’ Lintang Utara
dan 117023’ - 117038’ Bujur Timur. Wilayah Kota Bontang didominasi oleh
lautan. Kota Bontang memiliki wilayah daratan seluas 147,8 km? (29,3%)
dan luas wilayah lautan 349,77 km? (70,3%), sedangkan luas wilayah
seluruhnya 497,57km? Secara administrasi, semula Kota Bontang

merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan

Ohttp:/ /www.bontangkota.go.id /geografis
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menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan
Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 tahun
2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada
tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu
Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan
Bontang Barat. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah daratan paling
luas (104,40 km?), disusul Kecamatan Bontang Utara (26,20 km? dan
Kecamatan Bontang Barat (17,20 km?). Kota Bontang memiliki letak yang
cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan
langsung dengan Selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam
mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain

di luar Kota Bontang.

Luas dan Batas Wilayah Administrasill

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 497,57 km? tersebut terdiri
dari wilayah laut seluas 347,77 km? (69,9%) dan wilayah darat seluas 149,80
km2 (30,10%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No.
17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada
16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu
Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan
Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang
Selatan seluas 104,40 km?, Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km?, dan

Bontang Barat seluas 17,20 km?.

Morfologi dan Topografi Kota Bontang!2

Morfologi adalah wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah
yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Secara topografi kawasan
Kota Bontang memiliki ketinggian antara 0 — 120 meter diatas permukaan

laut (m dpl) dengan kemiringan lereng yang bervariasi dan terdiri dari

11 Tbid
12 Tbid
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sebagian besar wilayah daratan dan beberapa wilayah berupa pulau-pulau
kecil.

Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Kota Bontang memiliki
kemiringan lereng yang bervariasi dari pantai Timur dan Selatan hingga
bagian Barat. Kemiringan lahan datar antara 0% - 2% mempunyai luasan
7.211 ha atau 48,79%, Kemiringan lahan bergelombang antara 3% - 15%
seluas 4.001 ha atau 27,07%, serta luas lahan dengan kemiringan curam
antara 16% - 40% hampir sama dengan luas bergelombang yaitu 24,14%
atau 3.568 ha.

Tabel 2.3: Luas Kemiringan Lahan (Rata-rata) Kota Bontang

No Kemiringan Luas Ha %

1 Datar (0 — 2%) 7.211 48.79

2 Bergelombang (3 — 15%) 4.001 27.07

3 Curam (16 — 40%) 3.568 24.14

4 Sangat Curma (>40%) 0 0.00
Jumlah 14.780 100

Sumber: RPJP Kota Bontang

Geohidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang
merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir
di wilayah adalah Sungan Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuh, Sungai
Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang semuanya bermuara di Selat
Makassar. Sungai-sungai tersebut berhulu di bagian barat wilayah Kota
Bontang atau di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sungai-sungai tersebut
juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar
dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari
formasi Balikpapan.

Secara administratif DAS Bontang terletak di Kecamatan Sangatta
Kabupaten Kutai Timur (DAS Bontang hulu), Kecamatan Bontang Utara
(DAS Bontang Tengah) dan Kecamatan Bontang Baru (DAS Bontang Hulur),
DAS Bontang memiliki luas 59,710 Km? dan panjang sungai utama 41,173
km dengan alur berkelok-kelok (meandering). DAS Bontang yang melintasi
Kota Bontang memiliki luas kurang lebih 300 Km? dan panjang sungai utama

17 Km.
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Klimatologils

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis seperti iklim di wilayah
Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya
terjadi pada Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan
terjadi pada November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang
yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat
(November - April) dan angin Muson Timur (Mei — Oktober). Namun,
beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak
jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang
tahun.

Kota Bontang merupakan salah satu kota di Indonesia yang dilalui
Garis Khatulistiwa dengan suhu udara rata-rata tertinggi sebesar 28,50°C
pada bulan Agustus dan terendahnya 25,50°C pada bulan April. Rata-rata
kelembaban udara tertinggi 82,86% pada bulan Juli dan terendahnya
75,00% pada bulan Oktober. Rata-rata kecepatan angin antara 12,75 Mph
hingga 17,23 Mph. Curah hujan ratarata selama tahun 2015 adalah 145,05
mm dan 21,75 hari hujan, dengan intensitas terbesar terjadi pada bulan

Januari dengan curah hujan mencapai 324,5 mm

Kependudukan

Data kependudukan di Kota Bontang yang diperoleh untuk semester I tahun

2018 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana disajikan pada tabel di bawah

ini:

Tabel 2.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan
Data Konsolidasi Semester I Tahun 2018

No Kecamatan KK .Jen}s Kelamin Jumlah
Laki-laki | Perempuan

1 Bontang Utara 25.237 41.971 38.694 80.665

2 Bontang Selatan 21.062 35.585 32.765 68.350

3 | Bontang Barat 9.205 15.459 14.244 29.703

55.504 93.015 85.703 | 178.718

Sumber:http://disdukcapil.bontangkota.go.id

Kemudian dari data tabel disajikan di atas dirincikan data

kependudukan menurut jenis kelamin pada setiap kelurahan yang terdapat

13 Tbid
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pada 3 (tiga) Kecamatan di Bontang. Adapun rincian data dimaksud
sebagaimana disajikan pada tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan
dan Kelurahan, Data Konsolidasi Semester I Tahun 2018

Kecamatan Kelurahan KK .Jenfs Kelamin Jumlah
Laki-laki [Perempuan

Bontang Utara Bontang Kuala 1.826 2.994 2.820 5.814
Bontang Baru 3.658 6.062 5.782 11.844

Lok Tuan 7.294 12.039 10.731 | 22.770

Guntung 2.770 4.654 4.294 8.948

Gunung Elai 4.618 7.744 7.109 | 14.853

Api-Api 5.071 8.478 7.958 | 16.436

Jumlah 25.237 41.971 38.694 | 80.665

Bontang Selatan | Tanjung Laut 4.994 8.460 7.775 16.235
Berebas Tengah 4.676 7.730 7.059 14.789

Berbas Pantai 3.063 5.082 4.714 9.796

Satimpo 2.134 3.791 3.551 7.342

Bontang Lestari 1.739 3.015 2.668 5.683

Tanjung Laut Indah| 4.456 7.507 6.998 | 14.505

Jumlah 21.062 35.585 32.765 | 68.350

Bontang Barat Belimbing 3.633 6.110 5.724 11.834
Gunung Telihan 4.220 7.045 6.372 13.417

Kanaan 1.352 2.304 2.148 4.452

Jumlah 9.205 15.459 14.244 | 29.703

Jumlah 55.504 93.015 85.703 |178.718

Sumber:http:/ /disdukcapil.bontangkota.go.id

Berdasarkan data kependudukan yang disajikan pada tabel 2.1. dan
tabel 2.2 di atas, maka jumlah penduduk Kota Bontang pada semester I
tahun 2018 keseluruhan sebanyak 178.718 jiwa, dengan laki-laki sebanyak
93.015 dan perempuan sebanyak 85.703 jiwa dari 55.504 Kepala Keluarga.
Selanjutnya data kependudukan Kota Bontang berdasarkan latar
belakang agama atau kepercayaa yang dianut, maka diperoleha data tahun
2015 atau 4 tahun yang lalu. yaitu:14
. Penduduk beragama Islam sebanyak 146.906 jiwa
. Penduduk beragama Katolik sebanyak 2.848 jiwa
. Penduduk beragama Protestan sebanyak 14.060 jiwa
. Penduduk beragama Hindu sebanyak 329 jiwa
. Penduduk beragama Budha sebanyak 107 jiwa

. Penduduk beragama Konghucu sebanyak 7 (tujuh) jiwa

N O o AW N

. Penduduk beragama Lainnya sebanyak 1 (satu) Jiwa

14 Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, dalam Angka 2015
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Dari latar belakang keetnisan atau suku yang mendiami wilayah
Kota Bontang, maka Bontang bisa dikatakan “miniatur Indonesia Mini”. Ada
banyak etnis atau suku yang mendiami wilayah Kota Bontang, yaitu Kutai,
Dayak, Banjar, Bugis, Makassar, Mamuju, Mandar, Manado, Madura, Jawa,
Batak, Toraja, Timor, Padang, dan Palembang.

Disamping kebutuhan sandang dan papan, kebutuhan akan
keamanan juga merupakan hal yang terpenting. Terciptanya kondisi yang
aman tanpa tindakan kriminalitas adalah dambaan setiap penduduk. Untuk
itu pemerintah yang di representasikan oleh lembaga kepolisian memiliki
peran untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan
catatan POLRES Kota Bontang, dari tahun 2015 ke 2017 berfluktuatif.

Di tahun 2017 sendiri tercatat terdapat 155 kasus yang masuk ke
POLRES, jumlah kasus ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2016
yang sebanyak 408 kasus. Adapun dari jumlah kasus yang masuk di tahun
2017 sebanyak 123 kasus terselesaikan, pada tahun sebelumnya sebanyak
266 kasus terselesaikan. Indikator untuk melihat hasil kerja polisi dalam
meningkatkan keamanan adalah dengan menghitung Crime Clearance Rate.
Indikator ini menghitung seberapa besar tingkat kasus yang telah
diselesaikan diantara kasus yang masuk. Adapun Crime Clearence Rate Kota
Bontang pada tahun 2017 adalah sebesar 79,35 persen, yang pada tahun
sebelumnya adalah sebesar 65,19 persen.

Bagan 5:

Gambar Crime Total, Cleared Crime, dan Clearence Rate Kota Bontang, 2015-2017
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Adapun jenis kriminalitas yaitu kekerasan terhadap perempuan dan
anak kurun waktu 3 tahun mengalami fluktuasi. Namun terjadi peningkatan
pada jenis kekerasan pelecehan seksual yang dari tahun 2016 sebanyak 1
korban, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 13 korban. Yang patut di
syukuri adalah tidak adanya laporan ke kepolisian tentang kekerasan jenis
pemerkosaan di dua tahun terakhir. Untuk penganiayaan mengalami
penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6: Jumlah Korban dan Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak di Kota Bontang

Jenis Kekerasan Jumlah Korban Jumlah Pelaku
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pelecehan Seksual 12 1 13 12 1 13
Pemerkosaan 1 - - 1 - -
Penganiayaan /kekerasan 1 17 10 1 9 11
Jumlah 14 18 23 14 10 24

Sumber: Kepolisian Resort Kota Bontang

Pada tahun 2017, jumlah tingkat pidana di Kota Bontang sebanyak
49 kasus. Hal ini mengalami penurunan yang sangat berarti, dimana pada
tahun 2016 tercatat sebanyak 101 tindak pidana. Tercatat sebagian besar
tindak pidana berasal dari wilayah kepolisian sektor Bontang Utara. Adapun
persentase penyelesaian tingkat pidana menurut kepolisian sektor pada
tahun 2017 adalah pada sektor Bontang Selatan dan Bontang Barat sebesar
68,18 sedangkan pada sektor Bontang Utara adalah sebesar 96,30 persen.
Persentase penyelesaian tindak pidana menurut kepolisian sektor secara

umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2016).

2.3.2. Data Potensi Bencana Bontang
Secara umum Indonesia yang merupakan negara kepulauan, artinya
lebih dari 2/3 wilayah adalah lautan, dan daratan hanya 1/3 wilayah yang
terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Indonesia termasuk dalam negara
yang rawan terjadinya bencana, karena ada beberapa alasan, sebagai
berikut:
e Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam (arc of fire)
khususnya gempa, letusan gunung berapi, tsunami, longsor, banjir,
kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana sosial (konflik etnis maupun

kegagalan teknologi)
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e Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak dan menyebar
secara tidak merata;

e Daerah-daerah yang subur (daerah gunung api), dataran pantai, pinggir
sungai, dan fluvial menjadi daerah yang paling padat;

e Pendidikan penduduk relatif rendah, dan sampai saat ini belum ada suatu
wahana yang dapat meningkatkan pemahaman penduduk mengenai
bahaya bencana yang potensial terjadi di Indonesia termasuk
antisipasinya;

e Kurikulum di sekolah pun belum secara implicit memasukkan mitigasi

bencana secara terintegrasi dalam proses pembelajaran.

1) Bencana Banjir

Secara khusus di Kota Bontang potensi bencana di Bontang
didominasi oleh bencana alam, yaitu bencana banjir. Banjir terjadi setipa
kali musim hujan dengan instensitas yang tinggi. Meskipun tidak semua
wilayah Kota Bontang mengalami banjir, tetapi di bagian wilayah tertentu
banjir menimbulkan banyak korban. Bahkan setiap tahun mengalami

peningkatan, baik debet air maupun korban. Terakhir bulan juni 2019,

banjir juga cukup tinggi.

P d T T3 e e

- o= .

Sumber: Tribunnews.com, Pemkot Selidiki Air di Sungai Bontang Dikirim ke Laboratorium.
Ada Apa?, Senin, 17 Juni 2019 19:00
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Sesuai data yang diperoleh dari BPBD Kota Bontang terhadap
dampak luasan wilayah (kelurahan/RT) yang terpapar Banjir, Semakin
Bertambah (Dalam waktu 3 tahun), yaitu 2016, 2017, dan 2018.

Grafik 1: Dampak Luasan Wilayah (Kelurahan/RT) yang Terpapar Banjir
semakin Bertambah (Dalam Waktu 3 Tahun)
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Sumber: BPD Kota Bontang, 2019

2) Kebakaran

Ancaman kebakaran terutama di Kota Bontang potensinya
sangat besar. Ancaman kebakaran potensinya sangat besar karena
sebagian besar rumah yang padat penduduknya terbuat dari kayu. Di
pemukiman padat penduduk sangat bangunan lebih di dominasi dari
bahan kayu.

Kebakaran yang terjadi di Kota Bontang bukan hanya di
daerah permukiman. Kebakaran juga terjadi pada kawasan hutan
ketika pembukaan lahan, Pembakaran sisa-sisa pohon dan tanaman
yang telah di tebang merupakan metode yang sangat murah dan cepat.
Akan tetapi metode pembakaran tidak memperhatikan faktor
lingkungan. Adanya pembakaran hutan selain akan menyebabkan
polusi udara juga akan menganggu keseimbangan ekosistem.
Keseimbangan ekosistem apabila terganggu juga akan berdampak
pada manusia. Ketika tempat tinggal terusik maka populasi suatu
tingkatan ekosistem akan mengalami peningkatan atau penurunan

yang signifikan.
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3) Tanah Longsor

Bencana tanah longsor yang terdapat di Kota Bontang terjadi
akibay adanya pembukaan lahan dari hutan menjadi jalan atau
penggunaan lainnya. Semakin tingginya potensi longsor dapat
ditandai dengan semakin banyaknya erosi yang terjadi di Kota
Bontang. Adanya erosi merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa
potensi longsornya juga akan semakin tinggi. Erosi mencerminkan
bahwa kekuatan daya tarik antar agregat-agregat tanah sudah mulai
berurang. Ketika kekuatan gaya tarik antar agregat sudah berkurang,
maka kemungkinan longsor akan semakin besar. kemungkinan ini
dapat terjadi apabila tanah sudah mengalami kejenuhan air dan
ketika mengalami pembebana.

Pembebanan tanah merupakan efek dari adanya
pembangunan suatu daerah. Adanya pembangunan akan
mengakibatkan adanya perubahan penggunaan lahan yang dari
penggunaan lahan alami atau non terbangun menjai penggunaan
lahan terbangun.

4) Tsunami

Potensi bencana tsunami yang ada di Kota Bontang sebenarnya
merupakan efek kenaikan gelombang air laut. Adanya gelombang air
laut disebabkan terjadinya gempa dengan kedalaman yang tidak
terlalu dalam disekitar lempang yang berpusat di Palu Sulawesi
Tengah dan tsunami di daerah dekay Selat Makassar. Selat Makassar
merupakan daerah yang tingkat kerawanan tsunami relatif tinggi
karena di jalur sesar. Semakin dekat dengan jalur sesar yang
memisahkan antara pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, maka
potensi gempa bumi dan tsunami juga akan semakin besar. Apabila
terjadi tsunami di dekat selat Makassar maka terjadi pantulan
gelombang. Pantulan gelombang ini disebabkan bentuk dan
ketinggian morfometri pantai atau batimetri Pulau Sulawesi lebih tngii
atau dalam dan curma jika dibandingkan dengan pantai Pulau

Kalimantan.
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5). Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi ini ten saja di dominasi karena faktor
manusia. Teknologi disini adalah ahsil rekayasa manusia dalam
mengelola sumber daya alam menjadi suatu produk untuk kebutuhan
manusia. Hanya saja dari aktivitas merekayasa terntu memiliki resiko
yang sangat tinggi sebagai potensi timbulnya bencana.

Pada Faktanya Kota Bontang dibentuk dan dapit oleh 2 (dua)
perusahaan nasional yang sangat besar. Perusahaan dimaksudadalah
PT.Pupuk Kaltim.Tbk (PKT) dan perusahaan PT.Badak NGL. PKT
perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembuatan pupuk urea
yang bahan utamanya adalah amoniak. Bahan ini termasuk yang
berbahaya  apabila terhisap bagi makhluk hidup. Sedangkan
PT.Badak NGL merupakan perusahaan pengolahan gas yang juga
termasuk bahan yang mudah sekali meledak. Tentunya kedua

perusahaan ini telah menerapkan sistem dan teknologi tinggi.
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ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
1:7:N: 31| B UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. Analisis Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana
3.1.1. Konsepsi Dasar
Roh atau jiwa dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana adalah adanya tnggungjawab negara untuk
melindungi segenap rakyat. Sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..................

Bahwa tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan ini,
sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, Sila ke Lima, yaitu:

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Penting untuk disadari bahwa keberadaan negara tidak lepas dari
unsur terbentuknya negara, yaitu adanya rakyat. Menurut Plato
memberikan pandangannya tentang negara. Menurutnya,

negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari
orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing
dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan
keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus
bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan
inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.15

Untuk lebih jelasnya lagi dalam merumuskan pengertian suatu negara
berdasarkan hukum internasional dapat kita lihat pada ketentuan Konvensi
Montevidio tahun 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara
(Rights and Duties of States) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat
dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah memiliki
unsur-unsur, yaitu:16

a) Penduduk yang tetap, Penduduk yang dimaksud disini yaitu
sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu
sehingga merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh
suatu tertib hukum nasional, tidak harus yang berasal dari rumpun,

15 Sochino, Ilmu Negara (Yogyakarta : Liberty, 1980), hlm. 17.
16 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Jakarta, Penerbit : Raja
Grafindo, 2003), hal. 3
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etnis, suku, latar belakang kebudayaan, agama ataupun bahasa
yang sama.

Sebagai bentuk hirarki sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, maka kedudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat digambarkan, sebagai
berikut:

Bagan 6 : Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dihubungkan
dengan Tata Urutan Peraturan Penanggulangan Bencana

4—| Rechtsidee |
4_|Staatfundamentumtalnorm |

< | Staatsgroungesetz |
UU No 24 Tahun 2007

1
| 1
1
I tentang Penan langan
i gBenca_Egu g ] / UU/Perpu \ < _| Formelle Gezetz |

______________________ 1 /
/ PP <+—
Verordnung
/ ]
/ Perpres
/ Perda (a) Provinsi Autonome
/ (b) Kabupaten/Kota Satzing

i PP No 21 Tahun 2008 tentang
—! Penyelenggaraan
1 Penanggulangan Bencana

1

1 PP No 22 Tahun 2008 tentang |
—»  Pendanaan dan Pengelolaan 1
Rantitan Rencana :

1
PP No 64 Tahun 2010 tentang |
Mitigasi Bencana di Wilayah :
1

Pegisir dan Prilan-nnlan Keeil

[}
—>
i
L
: Perpres No 17 Tahun 2018
’I tentang Penyelenggaraan
-
[}
[}
1
1
|

Penangoiuilangan Bencana

Perpres No 1 Tahun 2019
tentang Badan Nasional
Penangoulanean Bencana

BNBP Membentuk
Perkaban

a 1
i Perda Provinsi Kaltim No 2 !
L Tahun 2013 tentang :
i :
| 1

Penanggulangan Bencana Perkada Prov dan
Daerah

__________________________ Kab/Kota

—» Sumber: Diolah Tim, 2019
Hirarki, ? isajikan pada gambar diagram di atas,

bahwa Peraturan Daerah Kota Bonteng belum di bentuk. Dalam

pembentukannya tidak boleh bertentangan atau melampui dari peraturan
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yang lebih tinggi di atasnya. Sedangkan peraturan teknis pelaksanaan, maka
diluar hirarki peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dibuat sebagai bentuk tanggungjawab negara dan hadirnya negara
dalam memberikan rasa perlindungan, rasa aman, dan rasa nyaman bagi
seluruh rakyat, khususnya yang terkena bencana. Kandungan filosifi
sebagai roh yang ditanamkan dalam nilai-nilai tersebut, kandungan
sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

Tabel 3.1: Muatan Dasar Filosofis, Sosilogis, dan Yuridis Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Kandungan/Muatan Landasan

b. wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia memilikikondisi
geografis, geologis, hidrologis, dan
demografis yangmemungkinkan
terjadinya bencana, baik yang
disebabkanoleh  faktor alam,
faktor nonalam maupun faktor
manusiayang menyebabkan Sosiologis
timbulnya korban jiwa
manusia,kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan
dampakpsikologis yang dalam
keadaan tertentu dapat
menghambat pembangunan
nasional,

c. ketentuan peraturan perundang-

Yuridis
undangan
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mengenaipenanggulangan

bencana yang ada belum dapat
dijadikanlandasan hukum yang
kuat dan menyeluruh serta

tidaksesuai dengan
perkembangan keadaan
masyarakat dankebutuhan
bangsa Indonesia sehingga
menghambat

upayapenanggulangan bencana
secara terencana,

terkoordinasi,dan terpadu,

Sumber: Diolah Tim, 2019

Sedangkan ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana terdiri dari:

1.
2.
3.

Bab I Ketentuan Umum, terdiri: Pasal 1

Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan, terdiri: Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

Bab III Tanggungjawab dan Wewenang, terdiri: Pasal 5, sampai dengan

Pasal 9

Bab IV Kelembagaan

e Bagian Kesatu: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pasal 10
sampai dengan Pasal 17

e Bagian Kedua: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 18
sampai dengan Pasal 25

Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat

e Bagian Kesatu: Hak Masyarakat, Pasal 26

e Bagian Kedua: Kewajiban Masyarakat, Pasal 27

Bab VI Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional

e Bagian Kesatu: Peran Lembaga Usaha, Pasal 28 dan Pasal 29

e Bagian Kedua: Peran Lembaha Internasional, Pasal 30

Bab VII Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

e Bagian Kesatu: Umum Pasal 31dan Pasal 32

e Bagian Kedua: Tahapan Pasal 33
- Paragraf Kesatu: Prabencana Pasal 34 sampai dengan Pasal 47
- Paragraf Kedua: Tanggap Darurat Pasal 48 sampai dengan Pasal 56
- Paragraf Ketiga: Pascabencana Pasal 57 sampai dengan Pasal 59

Bab VIII Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

e Bagian Kesatu: Pendanaan Pasal 60 sampai dengan Pasal 64
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e Bagian Kedua: Pengelolaan Bantuan bencana Pasal 65 sampai dengan
Pasal 70

9. Bab IX Pengawasan Pasal 71 sampai dengan Pasal 73
10. Bab X Penyelesaian Sengketa Pasal 74
11. Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 75 sampai dengan Pasal 79
12. Bab XII Ketentuan Peralihan Pasal 80 sampai dengan Pasal 82
13. Bab XIII Ketentuan Penutup Pasal 83 sampai dengan Pasal 85

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana ini berhubungan dengan daerah adalah
tanggungjawab dan wewenangyang diberikan. Tanggungjawab menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala
sesuatunya bila terjadi apa — apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di
perkarakan.l”Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah
suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah
diwajibkan kepadanya. Accountable atau accountability dalam Black’s Law
Dictionary, Seventh Edition, 1999, berarti responsible atau answerable.

Wewenang itu menurut menurut H.D Stout wewenang adalah
pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat
dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan
dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum
publikdidalam hubungan hukum publik.!8wewenang:dalam bahasa hukum
tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan
hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus
berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan
otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur
sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen). Sedangkan
kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan
pemerintahan sebagaimana mestinya, dan vertikal berarti kekuasaan untuk
menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara

secara keseluruhan.1?

17y WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 1014

18) Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2003 hlm
4

19) Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi
Daerah, Makalah (Bandung: Seminar Nasional Fakultas Hukum UNPAD), hlm 1-2.
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Untuk itu yang perlu sekali diukur adalah tanggungjawab dan
wewenang tersebut. Sebab dengan kedua hal tersebut, maka ada ruang yang
jelas bagi daerah dalam melakukan tindakan mulai penetapan kebijakan,
pembuatan  perencanaan pembangunan, pelaksanaan kebijakan,

pengaturan penggunaan teknologi, dan pengendalian.

3.1.2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dibentuk sebagai
organisasi Pemerintah Non Departemen. Kedudukannya yang sama dengan
kementerian, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Hal yang
menjadi dasar hukumnya, yaitu:

1) Pasal 10 ayat (2), berbunyi:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) merupakan Lembaga PemerintahNondepartemen setingkat
menteri.
Karena kedudukan BNBP ini setingkat dengan Menteri, maka
tangungjawab jelas langsung kepada Presiden. Hal ini maka diturunkan
dalam asar hukum sleanjutnya di poin 2) di bawah ini:

2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulang Bencana, berbunyi:

BNPB berada di bawah dan bertanggung jawablangsung kepada Presiden.

Oleh karena itu BNPB dipimpin oleh seorang Kepala kedudukannya sama
dengan Menteri. Oleh karena itu Kepala BNBP adalah pembantu Presiden
yang memimpin Oranisasi Pemerintah Non Departemen/Non
Kementerian.

Sebagai organisasi Pemerintah yang dibentuk secara spesialis
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, tentu saja Pemerintah memiliki tanggungjawab,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, berbunyi:

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraanpenanggulangan

bencana meliputi:

a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan penguranganrisiko bencana
dengan program pembangunan;

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsiyang terkena
bencana secara adil dan sesuai denganstandar pelayanan minimum;

d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
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e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalamAnggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai,

f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalambentuk dana
siap pakai; dan

g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dariancaman dan
dampak bencana.

Berdasarkan bentuk tanggungjawab itu, maka Pemerintah memiliki
wewenang dalam penanggulangan bencana, sebagaimana diatur dalam Pasal
7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, berbunyi:

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulanganbencana

meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selarasdengan kebijakan
pembangunan nasional;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yangmemasukkan unsur-unsur
kebijakan penanggulanganbencana;

c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dandaerah;

d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulanganbencana dengan
negara lain, badan-badan, atau pihak-pihakinternasional lain;

e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologiyang berpotensi
sebagai sumber ancaman atau bahayabencana;

f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan danpengurasan sumber
daya alam yang melebihikemampuan alam untuk melakukan pemulihan;
dan

g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang ataubarang yang
berskala nasional.

Tanggungjawab, wewenang dalam penanggulangan bencan, maka
BNPB dibentuk dan memiliki tugas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal;
12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, sebagai berikut:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usahapenanggulangan
bencana yang mencakup pencegahanbencana, penanganan tanggap
darurat, rehabilitasi, danrekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencanakepada Presiden
setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam
kondisi darurat bencana;

e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan
nasional dan internasional;

f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan; dan
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h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

BNBP dibentuk dengan Unsur yang adalah adalah (1) Pengarah
Penanggulangan Bencana dan Pelaksana Penanggulangan Bencana. Bila
digambarkan, maka BNPB sebagai berikut:

Bagan 7: Kelembagaan BNPB

BNPB
Pengarah Pelaksana
Fungsi: (Psl 14 ayat (1)) Pembentukan unsur pelaksana
a. merumuskan konsep merupakan kewenangan Pemerintah I

kebijakanpenanggulangan (Psl 15 ayat (1))

bencana nasional;

b. memantau; dan

c. mengevaluasi dalam
penyelenggaraan
penanggulanganbencana.

Fungsi: (Psl 15 ayat (2))
¢ Koordinasi, 4
¢ Komando, dan
e Pelaksana

Keanggotaan: (Psl 14 ayat (2)) Keanggotaan: (Psl 15 ayat (3))
N Pejabat Pemerintah Terkait. Tenaga Profesional dan ahli I
b. Anggota Masyarakat

Profesional

Keanggotaan unsur
pengarah dipilih melalui uji
kepatutan yang dilakukan
oleh DPR. (Psl 14 ayat (3))

Sumber: Diolah Tim, 2019

3.1.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan wewenang
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mengenai
Tanggungjawab ini, maka dalam Pasal 8 disebutkan:

Tanggung  jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena
bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana
dengan program pembangunan; dan

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
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Tanggungjawab ini diemban oleh Bupati/Walikota sebagai

penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

di wilayahnya. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala

BNPB Nomor 3 Tahun 2008Tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

1.

Pemerintah  Daerah  bertanggungjawab dalam  penyelenggaraan

penanggulangan bencana di wilayahnya.

a. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

b. Gubernur memberikan dukungan perkuatan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di wilayahnya.

. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana
dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan
bencana, pada setiap tahap pra-bencana,tanggap darurat dan pasca-
bencana.

b. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah
dalam bentuk:

1) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan
bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD), dan
Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD);

2) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta
meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan
bencana.

c. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko

bencana di wilayahnya;

2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana,;

3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi
kelompok rentan bencana;

4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat,

rehabilitasi dan rekonstruksi.
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d. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan
bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan
dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban
bencana yang meliputi:

1) pangan;

2) pelayanan kesehatan,;

3) kebutuhan air bersih dan sanitasi;

4) sandang;

5) penampungan dan tempat hunian sementara; dan
0) pelayanan psiko-sosial.

e. memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:

1) kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, sertakeamanan
dan ketertiban masyarakat;

2) infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibatbencana.

. Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya

untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan
dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9, yaitu:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi:

a.

penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras

dengan kebijakan pembangunan daerah;

. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur

kebijakan penanggulangan bencana;

. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana

dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber

ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber
daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang
berskala provinsi, kabupaten/kota.

Tanggungjawab dan wewenang dalam hal penanggulangan bencana ini

diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh Undang-undang, hanya dalam
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Undang-undang ini tidak membagi secara khusus Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Hal ini dalam konteks hukum wewenang antara
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sama. Hanya saja dalam
hal tanggungjawab ini sesuai kedudukan atau jenjang sistem otonomi
daerah, maka Penanggungan bencana yang menjadi kewenangan Provinsi
adalah bencana yang meliputi seluruh wilayah provinsi yang terdiri dari
Kabupaten/Kota. Sedangkan tanggungjawab dan wewenang
penanggulangan bencana Kabupaten/Kota adalah penanggulangan bencana
hanya berada dalam wilayahnya saja. Hal ini menganut pada asas territorial
wilayah (wilayah administrasi). Kedudukan penanggulangan provinsi ini
koordinator seluruh penanggulangan bencana kabupaten/kota, juga
mengkomandoi dan koordasi dalam penanggulangan bencana provinsi
dengan lembaga vertikal (aparat penegak hukum dan keamanan) dan
Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi tersebut.

Untuk melaksanakan tugas tanggungjawab dan wewenang dalam
penanggulangan bencana, maka organisasi dimaksud dalam bentuk Badan.
Organisasi Pemerintah ini dibentuk sebagai organisasi non departemen,
artinya badan ini sebagai organisasi yang bersifat koordinatif. Pada
Pemerintah dibentuk dan disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB). Sedangkan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan BPBD dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana diatur dari Pasal 18 sampai dengan Pasal
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk di Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan pembentukan BPBD bisa
dikatakan wajib untuk dibentuk. Karena ketentuan Pasal 18 ayat (1)
menyebutkan: Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
membentuk Badan penanggulangan Bencana Daerah. Ketentuan Pasal 18
ayat (1) tidak terdapat kata “dapat” sebelum kata “membentuk”, jadi
ditafsirkan pembentukan BPBD menjadi wajib dibentuk. Alasan lain adalah
karena Penanggulangan Bencana diatur sendiri dalam satu Undang-
Undang.

BPBD dibentuk tentunya haruslah ada unsur, fungsi, dan tugas harus
linear dengan BNPB. BPBD secara kelembagaan memiliki 2 (dua) unsur,

yaitu:
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a. Pengarah Penanggulangan Bencana, dan

b. Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pembentukan BPBD ini baik di provinsi dan kabupaten dilaksanakan
melalui koordinassi dengan BNPB. BPBD ini dibentuk karena mempunyai
beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20, yaitu:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindakcepat dan tepat, efektif dan
efisien; serta

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Fungsi BPBD sangat penting bagi pembangunan di daerah, bukan
hanya melakukan penganggulangan bencana secara langsung dan massif,
tetetapi penanggulangan bencana dilakukan dengan mampu memberikan
pengaruhnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan terutama yang
bersinggungan dengan infrastruktur. Mengingat perubahan iklim saat
sekarang ini ektrim, maka keberadaan BPBD memiliki peran yang penting
untuk memberikan masukan, saran, dan atau rekomendasi dalam
mengurangi resio terjadinya bencana. Sesuai fungsinya dalam Pasal 20
tersebut adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana. Istilah Penanggulangan ini diartikan dalam kamus Bahasa
Indonesia, yaitu: penanggulangan n proses, cara, perbuatan
menanggulangi.20

Istilah “Penanggulangan”, diatas menunjukkan bahwa fungsi BNPB
dan BPBD sangat penting memberikan rekomendasi atas rencana
pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Rekomendasi itu mulai perencanaan seperti menyiapkan tata ruang,
kesiapan menghadapi bencana, penyiapan data potensi dan rawan bencana
dan hal lain yang berhubungan dengan bencana. Oleh karena itu tugas
BPBD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21, berbunyi:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil
dan setara;

20y Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Depatemen Pendidikan Nasional, Jakarta,
hlm 1442

42 | Page



b. menetapkan standardisasi serta  kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

wilayahnya;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala
daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana;
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

o0

5 0

Penegasan bahwa BPBD wajib dibentuk, bahkan pembentukannya

berdasarkan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan
Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, berbunyi:
Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pembentukan BPBD sebagai OPD bisa saja menjadi satu paket dengan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah sesuai perintah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Hanya saja dalam pembentukan OPD lainnya tidak disebutkan tentang
pembentukan BPBD. Karena dalam membentuk OPD didasarkan pada
kewenangan urusan yang dimiliki baik provinsi dan kabupaten/kota.
Termasuk metode yang dipergunakan melalui penentuan tipologi untuk
menentukan besar atau kecilnya struktur organisasi.

Oleh karena itu dalam pandangan hukum sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bisa saja pembentukan
BPBD digabungkan dalam Perda Kota Bontang tentang Pembentukan
Perangkat Daerah, tetapi dasar penentuan besaran struktur dan tipologinya
mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan penanggulangan bencana.

Apabila dalam Perda Kota Bontang yang mengatur tentang
Pembentukan Perangkat Daerah itu terdapat pembentukan BPBD, tetapi
tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan penanggulangan

Bencana. Tentu saja dalam pembentukan perda Kota Bontang sebagaimana
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dirumuskan berupa membangun kontruksi norma dalam naskah akademik
ini bisa ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan penanggulangan
bencana. Sehingga perda yang dibentuk ini bukan mengatur pada tugas,
wewenang, bencana yang dihadapi, sampai pada kelembagaan dan masih
banyak lagi yang diaturnya.

Apabila  perda yang mengatur tentang = penyelenggaraan
penanggulangan bencana memuat kelembagaan bagi BPBD dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana.
Sementara Perda Kota Bontang yang lain mengatur tentang pembentukan
perangkat daerah. Tentu saja BPBD sebagai OPD dalam perda tersebut, tidak
berlaku lagi dan yang berlaku adalah perda sebagaimana dalam Naskah
Akademik ini.

Alasan hukum yang mendasari adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengatur untuk menentukan
tipologi dalam pembentukan BPBD. Penentuan tipologi BPBD sudah
tergambar dari jabatan eselonisasi Kepada BPBD tersebut. Bahkan struktur
dan tugasnya telah ditentukan baik yang berada di Pemerintah Pusat,
maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai organisasi yang berbentuk “badan”, tentu saja sesuai
fungsinya sebagai koordinator, tentu saja haruslah memiliki kedudukan
yang sejajar dengan organisasi lain. Oleh karena itu BPBD sebagai
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang sejajar dengan OPD lainnya,
maka eselonisasinya disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2), berbunyi:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di
bawah gubernur atau setingkat eselon Ib;dan
b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat
setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon Ila.
3.2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai
pelaksanaan, maka sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan.

Disampaikan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana dibawah

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

44 | Page



disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tujuan

Penanggulangan bencana dilaksanakan selain dari tanggungjawab,
maka ada tujuan yang dicapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
yaitu:

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

d. menghargai budaya lokal,

e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan,

dankedermawanan; dan

g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,
dan bernegara.

ar

Tujuan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:
Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin
terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak
bencana.

Tujuan ini untuk memberikan kepastian dari tanggungjawab itu,
karena dalam penanggulangan bencana ada 3 tahap, dapat dijabarkan
sebagai berikut:

Tahap 1: Prabencana
1. Dalam stuasi tidak terjadi bencana, meliputi:
a. perencanaan penanggulangan bencana;

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari

perencanaan pembangunan. Disusun berdasarkan hasil analisis risiko

bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan
bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan
bencana, meliputi:

a). pengenalan dan pengkajian ancaman bencana,;

b). pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
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c). analisis kemungkinan dampak bencana;

d). pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

e). penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak
bencana; dan

f). alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yangtersedia.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

a). BNPB untuk tingkat nasional;

b). BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan

c). BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu

S (lima) tahun. Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara

berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi

bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KepalaBNPB.

. pengurangan risiko bencana;

Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi

ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana

dilakukan melaluikegiatan:

a). pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

b). perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

c). pengembangan budaya sadar bencana;

d). peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana,;
dan

e). penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan
bencana.

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan

penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. Rencana aksi

pengurangan risiko bencanaterdiri dari:

a). rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana;dan

b). rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.

Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana disusun secara

menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari

Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang
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dikoordinasikan oleh BNPB. Rencana aksi nasional ditetapkan oleh
Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang
bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun secara
menyeluruh dan terpadu dalam suatu forumy ang meliputi unsur dari
pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di
daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Rencana
aksi daerah ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan
dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang
perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana
aksi nasional pengurangan risiko bencana. Rencana aksi nasional dan
rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan
kebutuhan.
. pencegahan;
Pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman
bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan
dilakukan melalui kegiatan:
a). identifikasi dan pengenalan terhadap sumberbahaya atau ancaman
bencana,;
b). pemantauan terhadap:
1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
2) penggunaan teknologi tinggi.
c). pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang danpengelolaan
lingkungan hidup;
d). penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Kegiatan pencegahan menjadi tanggung jawab Pemerintah,pemerintah
daerah, dan masyarakat.
. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan
pembangunan dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
melalui  koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemaduan

penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan
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dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan
bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

e. persyaratan analisis risiko bencana,;
Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan
menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat
menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana disusun
dan  ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan  melibatkan
instansi/lembagaterkait. @ Persyaratan analisis risiko bencana
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai
dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan
pencegahan dan mitigasi bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang
mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi
dengan analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana disusun
berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan
pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai
risiko tinggi menimbulkan bencana.
Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang
disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. BNPB atau  BPBD sesuai  dengan
kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan analisis risiko bencana.

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruangsesuai rencana tata ruang wilayah.
Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan
yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan
penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. Pemerintah dan pemerintah
daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi
terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan
standar keselamatan.

g. pendidikan dan pelatihan; dan
Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran,
kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapibencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh

Pemerintah danpemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal,
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nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis,
simulasi, dan gladi. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan
penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan
kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala
BNPB.
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi
terjadi bencana meliputi:
a. kesiapsiagaan;
Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada
saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan
oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun
administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam
bentuk:
a). penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan
bencana,;
b). pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan
dini;
c). penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar;
d). pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat;
e). penyiapan lokasi evakuasi;
f). penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur
tetap tanggap daruratbencana; dan
g). penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
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Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab Pemerintah,
pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan
lembaga usaha.2!
Rencana penanggulangan kedaruratan bencana merupakan acuan bagi
pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
Rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara
terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah.
Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi
dengan penyusunan rencana kontinjensi.22
Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta
penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BNPB dan BPBD
membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Pembangunan
sistem manajemen logistik dan peralatan dilakukan untuk
mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing
instansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB. Ketentuan lebih lanjut
mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan diatur dengan
Peraturan Kepala BNPB.

b. peringatan dini; dan
Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat
dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta
mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan
dengan cara:
a). mengamati gejala bencana;
b). menganalisa data hasil pengamatan;
c). mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
d). menyebarluaskan hasil keputusan; dan

e). mengambil tindakan oleh masyarakat.

21 Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiapbadan hukum yang dapat berbentuk
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lihat Penjelasan Pasal 16
PP No 21 Tahun 2008)

22) Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan
terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi
darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejetial,
serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama. (Lihat Penjelasan Pasal 17 PP No 21
Tahun 2008)
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Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang
berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat
untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan
akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. Instansi/lembaga
yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BNPB dan/atau
BPBD sesuai dengan lokasidan tingkat bencana, sebagai dasar dalam
mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan
disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah,
lembaga penyiaran swasta, danmedia massa untuk mengerahkan
sumber daya. Pengerahan sumber daya diperlakukan sama dengan
mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat. BNPB
dan/atau BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat
untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
c. mitigasi bencana.
Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang
diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada
kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:
a). perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan
pada analisis risiko bencana;
b). pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata
bangunan; dan
c). penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik
secara konvensional maupun modern.
Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata
bangunan wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang
ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang. Penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan wajib menerapkan aturan
standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan

oleh instansi/lembaga berwenang.

Tahap 2: Saat Tanggap Darurat
1. Umum
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

meliputi:
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a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
kerugian, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana,;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan
kewenangannya.
. Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan
kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh
tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala
BPBD sesuai kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat
dilakukan melalui identifikasi terhadap:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban bencana;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional
ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsioleh gubernur, dan tingkat
kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Pada saat status keadaan darurat
bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di
bidang:
a. pengerahan sumber daya manusia, Peralatan dan Logistik
Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD
berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan
logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan

tanggap darurat. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan
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logistik meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber
daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan
untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana,
memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan
sarana vital yang rusak akibat bencana. Pengerahan sumber daya
manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai
dengan kebutuhan.

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB atau kepala BPBD,
sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada
instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia,
peralatan, dan logistik ke lokasi bencana. Berdasarkan permintaan
instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi
sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumberdaya manusia,
peralatan, dan logistik, menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang
diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepala BPBD
kabupaten/kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya
manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi
bencana. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di
kabupaten/kota yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai,
pemerintah  kabupaten/kotadapat meminta bantuan kepada
kabupaten/kota lainyang terdekat, baik dalam satu wilayah
provinsimaupun provinsi lain. Pemerintah kabupaten/kota yang
meminta bantuan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi
sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota
lain yang mengirimkan bantuannya. Dalam hal sumber daya
manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain tidak
tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota yang terkena
bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi yang
bersangkutan. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia,
peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah

kendali kepala BPBD kabupaten/kota.
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Dalam hal bencana tingkat provinsi, kepala BPBD provinsi yang
terkena bencana, mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan
logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Dalam hal
sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi yang terkena
bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi yang
terkena bencana dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang
terdekat. Pemerintah provinsi yang meminta bantuan menanggung
biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan,
dan logistik. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik
di provinsi lain tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi
yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.
Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan
logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD
provinsi.

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan,
dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD, BNPB dapat
membantu melalui pola pendampingan. Bantuan melalui pola
pendampingan diberikan atas permintaan BPBD atau atas inisiatif
BNPB.

Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat
mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat
ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik
dan peralatan. Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana
dilaksanakan dibawah kendali Kepala BNPB.

imigrasi, cukai, dan karantina,;

Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil
asing, peralatan, maupun logistic diberikan kemudahan akses berupa
kemudahan prosesdan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau
karantina. Kemudahan akses termasuk dalam menggunakan
peralatan yang dibawa oleh personil asingnya di lokasi bencana.
Personil asing yang membantu melaksanakan  kegiatan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kemudahan
akses dibidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa,

izinmasuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar. Personil asing harus
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berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah negara
asal, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang
menugaskannya. Personil asing, setelah masuk kedalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada
instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang
keimigrasian. Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar
diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BNPB. Izin
tinggal terbatas diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai
dengan masa tanggap darurat bencana.

Selain diberikan kemudahan akses yang berupa visa, izin masuk, izin
tinggal terbatas, dan izin keluar, personil asing dapat diberikan
kemudahan akses untuk melaksanakan kegiatan bantuannya ke dan
di daerah terjadinya bencana yang lokasinya ditentukan oleh Kepala
BNPB atau kepala BPBD sesuai lokasi dan tingkatan bencananya.
Bagi personil asing pemegang paspor pengganti paspor diplomatik
atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari
Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah masuk kedalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada
instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang luar
negeri.

Peralatan atau logistik yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk digunakan membantu penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan
akses berupa pembebasan dari pengenaan bea masuk beserta pajak
masuk lainnya. Kemudahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kemudahan diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala BNPB.
Peralatan atau logistik yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk digunakan membantu penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan
akses berupa tindakan karantina, kecuali peralatan atau logistik yang
mempunyai potensi bahaya.

perizinan;

Perizinan merupakan izin khusus dari instansi/lembaga yang

berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan
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tertentu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain
perizinan keimigrasian dan ke pabeanan. Pimpinan instansi/lembaga
yang berwenang memberikan kemudahan akses kepada Kepala BNPB
untuk memperoleh izin khusus memasukkan peralatan dan/atau
personil tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang akan digunakan membantu penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat bencana.

pengadaan barang/jasa;

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terencana dengan
memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi
dan karakteristik wilayah bencana. Pada saat keadaan darurat
bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap
darurat bencana dilakukan secara khusus melalui
pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai
dengan  kondisi pada saat keadaan tanggap = darurat.
Pembelian/pengadaan langsung tidak ditentukan oleh jumlah dan
harga barang/jasa. Pengadaan barang/jasa meliputi peralatan
dan/atau jasa untuk:

a). pencarian dan penyelamatan korban bencana;

b).pertolongan darurat;

c). evakuasi korban bencana;

d).kebutuhan air bersih dan sanitasi;

e). pangan;

f). sandang;

g). pelayanan kesehatan; dan

h).penampungan serta tempat hunian sementara.

Pengadaan barang/jasa selain dapat dilakukan oleh instansi/lembaga
terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau kepala BPBD
sesuai kewenangannya. Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan
diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam.

BNPB menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan dalam
anggaran BNPB untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat
tanggap darurat bencana. BPBD menggunakan dana siap pakai yang

dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran
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BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap
darurat bencana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan
kebutuhan tanggap darurat bencana. Ketentuan mengenai sumber
dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam peraturan pemerintah
tersendiri.

g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang
diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban
dana siap pakai. Dana siap pakai dialokasikan secara terpisah pada
anggaran BNPB.Dana siap pakai digunakan terbatas pada pengadaan
barang dan/atau jasa. Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin
didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap
darurat diberikan perlakuan khusus. Ketentuan berlaku juga bagi
pengelolaan dana siap pakai di daerah.

BNPB dapat memberikan dana siap pakai secara langsung pada
daerah yang terkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan
kondisi kedaruratan bencana. Dana siap pakai diberikan melalui
kepala BPBD. BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan
kepada kepala daerah. Penggunaan dana siap pakai dilakukan
berdasarkan tingkat prioritas. BNPB wajib melaksanakan
pengawasan terhadap penggunaan dana siap pakai kepada kepala
BPBD.

BPBD yang telah menerima dana siap pakai wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada BNPB paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah diterima. Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Kepala BNPB
atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat
laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima
dari masyarakat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:
a). Presiden bagi Kepala BNPB;

b). gubernur bagi kepala BPBD provinsi; dan

c). bupati/walikota bagi kepala BPBD kabupaten/kota.

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada publik.

h. penyelamatan; dan
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Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan melalui pencarian,
pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Untuk memudahkan
penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BNPB
dan/atau kepala BPBD mempunyai kewenangan:
a). menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di
lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
b). menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang
dapat mengganggu proses penyelamatan;
c). memerintahkan orang untuk keluar dari suatulokasi atau
melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
d). mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun
pribadi; dan
e). memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk
mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
a). seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
b). setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi
pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana
dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru
mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai
dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa
komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu
komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik, dan penyelamatan. Untuk melaksanakan fungsi komando,
Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat
menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat
bencana. Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan
lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando
pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan
penyelamatan berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili

instansi/lembaga. Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu
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komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat
bencana diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.
Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan
darurat bencana, sesuai dengan lokasidan tingkatan bencananya
mengaktitkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi
menjadipos komando tanggap darurat bencana. Pos komando
berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan
mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.Pos komando
merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi
tentang penanganan tanggap darurat bencana.
Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan
darurat bencana, sesuai dengan lokasidan tingkatan bencananya
membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat
bencana dilokasi bencana. Pos komando lapangan tanggap darurat
bencana bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos
komando lapangan disampaikan kepada pos komando untuk
digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan
keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana,
Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan
tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat
bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga
pelaksana tanggap darurat bencana. Pedoman penyusunan rencana
operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BNPB.
4. Penyelematan dan Evaluasi
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan
melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan
masyarakat sebagai korban akibat bencana. Pencarian, pertolongan dan
penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh tim reaksi
cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando.
Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan
tingkatan bencananya. Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat

memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan

59| Page



dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Pertolongan darurat bencana
diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka
parah dan kelompok rentan. Terhadap masyarakat terkena bencana yang
meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi bantuan penyediaan:
a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; dan
f. penampungan serta tempat hunian.
Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau
lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan
prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan
kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan,
pelayanan kesehatan, dan psikososial. Upaya perlindungan terhadap
kelompok rentan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola
pendampingan /fasilitasi.
7. Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk
berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan
masyarakat tetap berlangsung. Pemulihan dengan segera prasarana dan
sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan

kewenangannya.

Tahap 3: Pascabencana
1. Rehabilitasi

Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
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perbaikan lingkungan daerah bencana;

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik

perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial,

ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan

perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan

permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan

bangunan gedung. Perbaikan lingkungan kawasan harus

berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan

mengenai jenis kegiatan dari intansi/lembaga terkait dan aspirasi

masyarakat daerah rawan bencana.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen

rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin

diwujudkan. Perencanaan teknis disusun secara optimal melalui

survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial,

budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.

Perencanaan teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat:

a). data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi,prasarana, dan
sarana sebelum terjadi bencana;

b). data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana,
jumlah dan tingkat kerusakan bencana,dan perkiraan kerugian;

c). potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;

d). peta tematik yang berisi

e). rencana program dan kegiatan;

f). gambar desain;

g). rencana anggaran;

h). jadwal kegiatan; dan

i). pedoman rehabilitasi.

Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan oleh

instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab

bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

perbaikan prasarana dan sarana umum;

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan Kkegiatan

perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan

transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial

budaya masyarakat. Perbaikan prasarana dan sarana umum harus
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didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan

masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkaitdan

aspirasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perbaikan prasarana dan

sarana umum mencakup:

a). perbaikan infrastuktur ; dan

b). fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen

rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin

diwujudkan. Dokumen rencana teknis disusun secara optimal melalui

survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi

lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar

konstruksi bangunan. Penyusunan dokumen rencana teknis paling

sedikit memenuhi ketentuan mengenai:

a). persyaratan keselamatan;

b). persyaratan sistem sanitasi;

c). persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan

d). persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan
gedung dan bangunan air.

Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum disusun

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang

terkait.

Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan

secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis

dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan

bantuan Pemerintah sebagai stimulant untuk membantu masyarakat

memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana

untukdapat dihuni kembali. Bantuan Pemerintah dapat berupa bahan

material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan

berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah

yang dialami. Bantuan Pemerintah untuk perbaikan rumah

masyarakat diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan

memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang

mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
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Perbaikan rumah masyarakat mengikuti standar teknis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberian

bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan

teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.

pemulihan sosial psikologis;

Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat

yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan

sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi

sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak

bencana dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:

a). bantuan konseling dan konsultasi keluarga;

b). pendampingan pemulihan trauma; dan

c). pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang

terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang

terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi

kesehatan masyarakat. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan

masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya-

upaya:

a). membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami
luka;

b). membantu perawatan korban bencana yang meninggal;

c). menyediakan obat-obatan;

d). menyediakan peralatan kesehatan;

e). menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan

f). merujuk ke rumah sakit terdekat.

Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan

melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi

terkait dalam koordinasi BPBD. Pelaksanaan kegiatan pemulihan

kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada

standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

rekonsiliasi dan resolusi konflik;
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Rekonsiliasi dan resolusi konflik ditujukan membantu masyarakat di

daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan

eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi

sosial kehidupan masyarakat. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi

konflik dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan

melibatkan tokoh-tokoh  masyarakat terkait dengan tetap

memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya

masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan. Pelaksanaan

kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan oleh

instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD

sesuai dengan kewenangannya.

pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

Pemulihan sosial ekonomi budaya, ditujukan untuk membantu

masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan

kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi

sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan

budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan

mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:

a). layanan advokasi dan konseling;

b). bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan

c). pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya

dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

pemulihan keamanan dan ketertiban;

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan membantu

masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban

masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti

kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan keamanan dan

ketertiban dilakukan melalui upaya:

a). mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban
di daerah bencana;

b). meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan
pengamanan dan ketertiban; dan

¢). koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang

keamanan dan ketertiban.
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Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan
oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.
i. pemulihan fungsi pemerintahan;
Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi
pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
a). mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas tugas
pemerintahan secepatnya;
b). penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan
pemerintahan;
c). konsolidasi para petugas pemerintahan;
d). pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas
pemerintahan; dan
e). pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada
instansi/lembaga terkait.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait
dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan
dukungan BPBD dan BNPB.
j.  pemulihan fungsi pelayanan publik.
Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan
kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti
sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik
dilakukan
melalui upaya-upaya:
a). rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dansarana
pelayanan publik;
b). mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada
instansi/lembaga terkait; dan
c). pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan
oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan
pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.
Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan

rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan
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kerugian  akibat  bencana. Kegiatan  rehabilitasi merupakan
tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena
bencana. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana
rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat
bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun
rencana rehabilitasi harus memperhatikan:

a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan,;

b. kondisi sosial;

c. adat istiadat;

d. budaya; dan

e. ekonomi.

Rencana rehabilitasi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Kepala BNPB. Dalam melakukan rehabilitasi, pemerintah kabupaten/kota
wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD
kabupaten/kota. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah
kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah
provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
Dalam hal pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan dana
rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui
pemerintah provinsi yang bersangkutan. Selain permintaan dana,
pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada pemerintah
provinsi dan/atau Pemerintah berupa:

a. tenaga ahli;

b. peralatan; dan

c. pembangunan prasarana.

Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah dilakukan verifikasi
oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang
dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.

Verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah
kepada pemerintah daerah secara proporsional. Penggunaan bantuan
yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan
pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga
pemerintah non departemen dengan melibatkan BPBD yang

dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan

66 | Page



oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

a.

pembangunan kembali prasarana dan sarana;

Pembangunan kembali prasarana dan sarana merupakan kegiatan

fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi

kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan

memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan

kabupaten/kota. Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan

sarana memperhatikan rencana tata ruang. Rencana tata ruang

wilayah provinsi dan kabupaten/kota memuat:

a). rencana struktur ruang wilayah;

b). rencana pola ruang wilayah;

c). penetapan kawasan;

d). arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan

e). arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pembangunan kembali prasarana dan sarana harus berdasarkan

perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari

instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasi

masyarakat daerah bencana.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen

rencana teknis yang berisikan gambar-gambar rencana kegiatan yang

ingin diwujudkan. Perencanaan teknis harus disusun secara optimal

melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan

kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar

konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam. Perencanaan

teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana berisikan:

a). rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional,

b). rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai
dengan rencana induk;

c). rencana kerja dan anggaran,;

d). dokumen pelaksanaan;

e). dokumen kerjasama dengan pihak lain;
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f). dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan;

g). ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait;
dan

h). ketentuan penggunan dana pembangunan kembali prasarana dan
sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat
dipertanggungjawabkan.

Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan
sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BNPB.
pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, merupakan
kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk
memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan
pembangunan kembali sarana sosial masyarakat harus berdasarkan
perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari
instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen
rencana teknis yang Dberisikan gambar rencana kegiatan
pembangunan yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis harus
disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan
gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi,
budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan. Perencanaan
teknis paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:

a). standar teknik konstruksi bangunan;

b). penetapan kawasan; dan

c). arahan pemanfaatan ruang.

Perencanaan teknis, meliputi:

a). rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti
asuhan, sarana ibadah, pantijompo, dan balai desa;

b). dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran,;

c). rencana kerja;

d). dokumen kerjasama dengan pihak lain;
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e). dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan; dan

f). ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan pihak yang terkait.

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan

bencana.

pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,

ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan

pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya

masyarakat yang lebih baik. Upaya menata kembali kehidupan sosial

budaya masyarakat dilakukan dengan cara:

a). menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;

b). mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar
bencana dan peduli bencana;

c). penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan
lingkungan rawan bencana; dan

d). mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan
risiko bencana.

Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial

budaya masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait

berkoordinasi dengan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan

kewenangannya.

penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

yang lebih baik dan tahan bencana;

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk:

a). meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana
yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan

b). mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat
bencana.

Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan

peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
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a). mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan
pengembangan;

b). menyesuaikan dengan tata ruang;

c). memperhatikan kondisi & kerusakan daerah;

d). memperhatikan kearifan lokal; dan

e). menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah
yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangunyang tepat dan

penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh

instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Kepala BNPB.

partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,

dunia usaha dan masyarakat;

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,

dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan

partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana

ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.

Penataan daerah rawan dilakukan melalui upaya:

a). melakukan kampanye peduli bencana,;

b). mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada
lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan

c). mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan
persiapan menghadapi bencana.

Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh

instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB.

peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya,;

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk

normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya melalui upaya:

a). pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena
bencana;

b). pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk
bantuan dan/atau barang; dan

c). mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
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Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan
BNPB dan BPBD.
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
Peningkatan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk penataan dan
peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk
mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana kearah
yang lebih baik. Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik
dilakukan melalui upaya:
a). penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan
publik; dan
b). pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang
lebih efektif dan efisien.
Pelaksanaan fungsi pelayanan publik dilaksanakan instansi/ lembaga
yang terkait.
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan dengan
tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka
pelayanan prima. Untuk membantu peningkatan pelayanan utama
dalam masyarakat dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-
pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Pelaksanaan
peningkatan pelayananan utama dalam masyarakat dilakukan oleh
instansi/lembaga terkait.
Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana
serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan
rekonstruksi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan
dan kerugian akibat bencana
Kegiatan rekonstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan
tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana
rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi.
Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan:
a. rencana tata ruang;

b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
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c. kondisi sosial;

d. adat istiadat;

e. budaya lokal; dan

f. ekonomi.

Rencana rekonstruksi disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan
oleh kepala BNPB.

Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan
dana penanggulangan bencana dari APBD. Dalam hal APBD tidak
memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana
kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan
kegiatan rekonstruksi. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota meminta
bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut
harus melalui pemerintahprovinsi yang bersangkutan. Selain permintaan
dana, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada
pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah berupa:

a. tenaga ahli;

b. peralatan; dan

c. pembangunan prasarana.

Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah dilakukan verifikasi
oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang
dikoordinasikan oleh BNPB. Verifikasi menentukan besaran bantuan yang
akan diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah secara
proporsional. Verifikasi dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan
verifikasi rehabilitasi. Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan
kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim
antar departemen/lembaga pemerintah non departemen dengan
melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah

dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan

sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemantauan

penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilakukan oleh unsur pengarah
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beserta unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD dan dapat melibatkan
lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai bahan
evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pelaporan

Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana
dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD.
Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana digunakan untuk
memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.
3. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam
rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja
penanggulangan bencana. Evaluasi dilakukan oleh unsur pengarah BNPB
untuk penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD

untuk penanganan bencana tingkat daerah.

3.3. Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penanggulangan bencana di Indonesia memang unik secara hukum,
karena dasar hukum dalam melakukan penanggulangan diatur melalui
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
memiliki lebih dari 1 (satu) Peraturan Pemerintah. Kedua Peraturan
Pemerintah itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Secara faktual mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini
diperuntukkan kepada daerah yang wilayah geografis berbatasan dengan
laut atau wilayahnya adalah daerah kepulauan. Sehingga Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 ini juga berlaku untuk Kota Bontang. Hal
ini karena Kota Bontang pada bagian sebelah Timur berhadapan langsung
dengan laut Selat Makassar. Garis pantai itu terbentang dari Selatan ke
utara. Bahkan di bagian selatan ada tempat wisata di pulau kecil bernama
Beras Basa. Di sebelah utara juga terdapat pulau gusung yang ditempati

masyarakat untuk bermukim.
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Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2010 ini memang tidak
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Unang-undang yang mendasarinya adalah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Tentu saja
kelembagaan yang melaksanakan adalah Perikanan dan Kelautan. Tetapi
BNPB dan BPBD masih bisa menjadikan dasar hukum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigas Bencana di Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, karena juga memiliki ruang sebagai leading
sector di dalamnya, seperti:

a. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), berbunyi:

Tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan

oleh instansi yang membidangi urusan penanggulangan bencana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), berbunyi:

Peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang

menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana.
c. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat
mitigasi bencana.

(2) Mitigasi bencana merupakan bagian dari rencana penanggulangan
bencana.

d. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), berbunyi:

Rencana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikan bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah.
e. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), berbunyi:

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

f. Ketentuan Pasal 18 ayat (3), berbunyi:
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Pemerintah kabupaten/ kota menyelenggarakan mitigasi bencana di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kewenangan kabupaten
kota.

Lalu muncul pertanyaanya, kenapa BPBD juga dilibatkan dalam
peraturan ini sementara secara linier, Peraturan Pemerintah ini berada di
bawah Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
yang leading sectornya adalah pada Perikanan dan Kelautan. Namun karena
peraturan ini berkonten pada Bencana, maka satu-satunya lembaga yang
membidangi urusan penanggulangan bencana hanyalah BNBP dan di daerah
adalah BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apalagi disini yang
dimaksudkan adalah Mitigasi bencana. Mitigasi Bencana sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, adalah:

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sedangkan pengertian Mitigasi Bencana lebih dirinci sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
berbunyi:

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik
secara struktur atau fisik rnelalui pembangunan fisik alami dan atau buatan
maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.4. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Terjadinya bencana sebagai musibah yang memang dikehendaki Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Musibah sebagai bencana bisa jadi sebagai
teguran, peringata, atau bahkan sebagai azab Allah SWT yang kita semua
tidak mengetahuinya. Telah menjadi bagi keprihatinan bagi masyarakat lain
atas bencana yang menimpa bagi masyarakat lainnya. Sehingga partisipasi
dalam membantu dan meringankan beban saudara yang mengalami
bencana.

Pemerintah mengatur sedemikian agar pendanaan dan pengelolaan

bantuan ini  benar-benar dilakukan = secara  tertib, terbuka,
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bertanggungjawab, tepat waktu, dan tepat sasaran. Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengaturnya dalam satu
bab, yaitu Bab VIII Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana , diatur
dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 70.

Dalam hal pendanaan untuk penanggulangan bencana menjadi
tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana disatur
dalam Pasal 60 ayat (1), berbunyi:

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawabbersama antara
Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka
pendanaan ini dianggarkan dalam APBN dan APBD. Hanya saja terbatas dan
terikat dengan sistem keuangan negara. Oleh karena itu termasuk dalam
memberikan kesempatan partisipasi masyarakat bagi korban bencana,
maka diatur dalam Pasal 60 ayat (2), yaitu:

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat
dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Untuk Oleh karena itu unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam
penyediaan bantuan. Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan bantuan
pun dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Sesuai perintah dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai
dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 di atas, maka Pemerintah membentuk
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan
Pengelolaan Bantuan Bencana. Peraturan Pemerintah ini dapat disajikan
pendanaan sebagai berikut:

Bagan 8: Pendanaan Penanggulangan Bencana

Dana Penanggulangan

Bencana
\ Sumber | [ |
Bantuan APBN APBD
(Masyarakat) (Negara) (Daerah)
L Bantuan Darurat Dana Kontinjensi 7§el1t%t?fg €
Bencana Psl 6 (3)
Dana Siap Pakai

_|Dana Bantuan Sosial |



Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk
mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasi
lguna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan pendanaan dan
pengelolaan bantuan bencana meliputi:

a. sumber dana penanggulangan bencana;

b. penggunaan dana penanggulangan bencana;

c. pengelolaan bantuan bencana; dan

d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan

pengelolaan bantuan bencana.

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama
antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dana penanggulangan bencana,
berasal dari:

a. APBN;
b. APBD; dan/atau
c. masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran
penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD secara memadai.
Anggaran disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat
bencana, dan pascabencana. Dalam anggaran penanggulangan bencana
yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula:

a. dana kontinjensi bencana,;
b. dana siap pakai; dan
c. dana bantuan sosial berpola hibah

Dana kontinjensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan
kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Dana siap pakai disediakan dalam
APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat

tanggap darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai
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dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang
ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai harus selalu tersedia
sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana bantuan sosial
berpola hibah  disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap
pascabencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat
dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang
bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam
APBN.Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh
pemerintahdaerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat
menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Ketentuan
lebih lanjut mengenai pencatatan dana diatur denganPeraturan Menteri
Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah atau
pemerintah daerah dapat:

a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana
penanggulangan bencana,;

b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana
penanggulangan bencana; dan

c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam
penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana,wajib mendapat izin

dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh

instansi/lembaga salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD. Tata

cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai
dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi Tahap

Prabencana
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Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang

bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana penanggulangan

bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

a. tidak terjadi bencana; dan

b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi

bencana, meliputi:

a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;

b. program pengurangan risiko bencana,;
program pencegahan bencana;

d. pemaduan  perencanaan pembangunan dengan = perencanaan
penanggulangan bencana,;

e. penyusunan analisis risiko bencana;

f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
dan

h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam terdapat potensi

terjadinya bencana meliputi:

a. kegiatan kesiapsiagaan;

b. pembangunan sistem peringatan dini; dan

c. kegiatan mitigasi bencana.

Kegiatan kesiapsiagaan menggunakan dana kontinjensi

Tahap Saat Tanggap Darurat, dan/atau

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat

meliputi:

a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN
atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;

b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan

c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam

anggaran BPBD.
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BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan

dana penanggulangan bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana

pada saat

tanggap darurat meliputi:

a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, dan sumber daya;

b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;

d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat

bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang

dan/atau jasa untuk:

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;

b. pertolongan darurat;

c. evakuasi korban bencana;

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

e. pangan;

f. sandang;

g. pelayanan kesehatan; dan

h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Kepala BNPB. Dalam hal pemerintah daerah
mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan
penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis.
Tahap Pascabencana.
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang
bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana
penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk
kegiatan:
a. rehabilitasi. Kegiatan ini meliputi:

a). perbaikan lingkungan daerah bencana;

b). perbaikan prasarana dan sarana umum,
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c). pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d). pemulihan sosial psikologis;

e). pelayanan kesehatan,;

f). rekonsiliasi dan resolusi konflik;

g). pemulihan sosial ekonomi budaya;

h). pemulihan keamanan dan ketertiban;

i). pemulihan fungsi pemerintahan; atau

j). pemulihan fungsi pelayanan publik.
b. rekonstruksi.Kegiatan ini meliputi:

a). pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b). pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c). pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d). penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

yang lebih baik dan tahan bencana;
e). partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
dunia usaha dan masyarakat;

f). peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

g). peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

h). peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana
kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan
sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah
mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
Berdasarkan permohonan tertulis, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan
mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan
verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri
Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola

hibah.

3.6. Pengelolaan Bantuan Bencana

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan
bantuan bencana kepada korban bencana. Bantuan bencana, terdiri dari:
a. Santunan Duka Cita.

Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
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a. biaya pemakaman; dan/atau

b. uang duka.

Santunan duka cita, diberikan setelah dilakukan pendataan,
identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang
dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.
Santunan duka cita diberikan kepada ahli waris korban. Ketentuan
lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka
cita diatur dengan peraturan Kepala BNPB setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan.

Santunan Kecacatan.

Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami
kecacatan mental dan/atau fisik. Santunan kecacatan, diberikan
setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh
instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau
BPBD sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan diatur dengan
Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri

Keuangan.

Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif.

Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban
bencana yang kehilangan mata pencaharian. Pinjaman lunak untuk
usaha produktif diberikan dalam bentuk:

a). kredit usaha produktif; atau

b). kredit pemilikan barang modal.

Pinjaman lunak diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan
verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan
oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih
lanjut mengenai pemberian dan besaran pinjaman lunak diatur dengan
Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada korban
bencana dalam bentuk:

a). penampungan sementara;
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b). bantuan pangan;

c). sandang;

d). air bersih dan sanitasi; dan

e). pelayanan kesehatan.

Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban

bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan

dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan

penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah. Tata cara
pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat
bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan
kondisi kedaruratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan
serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diatur

dengan Peraturan Kepala BNPB.

3.7. Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan
kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan
pertanggungjawaban  terhadap pengelolaan dana dan  bantuan
penanggulangan bencana. Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau
BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang
dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan
terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan
penanggulangan bencana. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap
prabencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban penggunaan dana
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan
secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai
dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan

maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga)
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bulan setelah masa tanggap darurat. Pelaporan keuangan penanggulangan
bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar
akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana
yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Semua laporan pertanggungjawaban
penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit

sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

3.8. Analisis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan

Tertentu

Begitu pentingnya bencana ini diatur sedemikian rupa karena
menyangkut hajat hidup masyarakat. Sehingga berkaca pada permasalahan
baik pada bencana sendiri yang terstruktur atau non struktur. Intensitas
bencana dan jenisnya semakin banyak dan sering terjadi di Indonesia seperti
Gempa, Tsunami, gunung berapi meletus, banjir, tanah longsor, angon
topan, angin puting beliung, kebakaran, dan bencana lainnya. Sehingga
Pemerintah menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka
dibentuklah Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Mulai dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, nomenklatur
juudul yang digunakan hanya “penanggulangan bencana”, tapi Peraturan
Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencan Dalam Keadaan Tertentu. Disini adalah penambangan “Keadaan
Tertentu”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan tentang Keadaan
Tertentu, selengkapnya berbunyi:

Keadaan Tententu adalah suatu keadaaan dimana status Keadaan Darurat
Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah
berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih
diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak tang
lebih luas.

Sedangkan keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
angka 3 Peraturan Presiden tersebut, berbunyi:
Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan

mengganggu kehidupan sekelompok orang/masyarakat yang memelukan
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tindakan penangangan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga
darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
Penentuan status Keadaan Darurat Bencana untuk nasional ditetapkan
oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah
kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 ini
penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan Pemerintah,
dalam  keadaan tertentu, Kepala BNPB dapat melaksanakan
penyelenggaraaan penanggulangan bencana dan akses dalam penanganan
darurat setelah diputuskan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1),
berbunyi:

Dalam Keadaan Tertentu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk
kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas rapat
koordinasi antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri
Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

Sementera indikator yang dipergunakan dalam penentuan status

keadaan tertentu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), berbunyi:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan pada kondisi:

a. adanya potensi Bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan

b. telah terjadi evakuasi/penyelamatan.pengungsian atau gangguan fungsi
pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat.

Berdasarkan rujukan hukum dalam Peraturan Presiden ini, ada
kekosongan hukum buat daerah dalam menentukan status bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut oleh Kepala Daerah.
Karena dalam Peraturan Presiden ini hanya mengatur untuk penetapan
status bencana nasional dilaksanakan oleh BNPB dan diputuskan dalam
rapat koodinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Sementara dalam Peraturan Presiden tersebut

tidak disebutkan mengenai bagaimana penetapan status dan indikatornya,

serta sistem penetapannya, maka hal ini menjadi ruang untuk di bunyikan
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dalam Raperda yang akan mengatur tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana ini.

Bagi daerah dalam hal ini adalah BPBD Kota Bontang tetap
menggunakan indikator penetapannya dan statusnya, tetapi sistem
penetapannya melalui rapat koordinasi antar instasi OPD dan instansi
vertikal di daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dalam hal penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

TINJAUAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB IV

4.1. Tinjauan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.Secara filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 berupaya menjabarkan
adanya Prinsip-Prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat dalam
Pancasila.

Negara Indonesia sebagai negara Hukum (rechtstaat) memberikan
Filosofi bahwa Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa artinya
Negara menganut konsep teokrasi?3, yaitubahwa negara tidak terlepas dari
keyakinan suatu agama dan mejamin kemerdekaan masing-masing pemeluk
agama untuk mengamalkan Ajarannya termasuk di dalamnya bagaimana

Ajaran agama menjabarkan nilai-nilai moral dalam menghadapi suatu

2> A. Rahmat Rosyadi dan H,M Rais Ahmad, 2006, Formalisasi Syariat Islam dalam
Perspektif Tata Hukum Indonesia, edisi satu, Ghalia Indonesia hlm.1
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bencana, tulisan ini membahas secara khusus tentang Mitigasi Bencana
Alam di tinjau perspektif Agama, banyaknya bencana alam yang terjadi tentu
membuat prihatin dan bertanya “mengapa di negeriku Terjadi Bencana?
Adakah Tuhan Murka terhadap Bangsa dan Negara ini ataukah Rakyat
Indonesia tidak taat lagi kepada ajaran/nilai moral yang telah diajarkan oleh
agama sehingga membuat suatu kesalahan sehingga alam murka?” .

Secara umum, bencana merupakan sesuatu yang menimbulkan
kerugian bagi manusia, kerugian materil, penderitaan serta akan kehilangan
harta benda, keluarga bahkan lingkungan tempat meraka hidup pun
menjadi rusak akibat dari bencana alam. Keith Smith Dan david N.Petley
dalam buku”Environmental Hazard:Assesssing risk and reducing disaste”
mendefinisikan bencana sebagai berikut: disasters are social phenomena that
occur when a community suffers exceptional levels of disruption and loss due
to natural processes or technological accidents.2*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa bencana alam
sesungguhnya merupakan fenomena sosial akibat peristiwa alam seperti
gempa bumi atau tanah longsor dapat disebut bencana alam. Namun ketika
bersentuhan dengan manusia dan menimbulkan kerugian harta dan jiwa
maka itulah yang disebut bencana Alam.

Bencana Alam dapat terjadi karena kelalain manusia dan alam
ataupun faktor-faktor yang lain. Banyaknya bencana alam yang telah terjadi
di berbagai daerah di Indonesia, dari bencana alam yang tidak terlalu
menimbulkan kerugian yang banyak misal banjir rutin yang terjadi di
beberapa daerah sampai dengan bencana alam yang fatal yang
menimbulkan korban yang sangat besar baik materi maupun nyawa
manusia seperti Tsunami, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor,
Gunung Meletus dan lain-lain. Menjadikan Pemerintah berusaha atau
berikhtiar bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resiko bencana.

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa melalui lima sila itu
menjadi dasar pokok dan tertinggi untuk membentuk peraturan perundang-
undangan. Pancasila berisikan dasar-dasar penting dalam menata
kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat bencana merupakan

peristiwa yang datangnya mengakibatkan kerugian harta benda dan nyawa

24 Urwatuk Wusqa, Manajemen Bencana Alam dalam Kbilafah
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manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia hanya mampu
memperkirakan terjadinya bencana, tetapi kemungkinan besar kecilnya
bencana, sulit diprediksi. Disini ada tanggungjawab negara. Bahkan kita
sebagai bangsa mengakui bencana itu atas kehendak Allah SWT (Tuhan
Yang Maha Kuasa). Atas kehendak-Nya bencana bisa terjadi kapan saja,
dimana saja, dan dapat menimpa kepada siapa saja. Pengakuan atas tentang
Ketuhanan ini didasarkan pada seluruh rakyat Indonesia adalah umat
beragama dan kepercayaan yang sama-sama mengakui adanya Tuhan Yang
Maha Kuasa. Bahkan Negara secara tegas menyebutkan dalam salah satu
sila pada Pancasila, yaitu sila pertama” Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Demikian pula pengakuan ini dinyatakan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu; “Atas berkat
rahmat Allah Yang Maha Kuasa..........

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memang tidak disebutkan mengenai bencana, hanya
saja terkait dengan tanggungjawab negara, maka rakyat memiliki hak asasi
yang diakui Negara. Hak Azasi Manusia ini yang terkait dengan
penanggulangan bencana sebagai hak rakyat, yaitu:

a) Ketentuan Pasal 28A:
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya.

b) Ketentuan Pasal 28H ayat (2):
Setiap orang berhak mendapat kemudahan danperlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan danmanfaat yang sama guna mencapai
persamaan dankeadilan.

Hakekatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan
suatu bentuk ikhtiar manusia melalui perangkat struktur dan sosial untuk
melakukan perencanaan dan tindakan untuk meminimalisir terjadinya
korban akibat bencana. Bentuk upaya ini karena berhubungan dengan
operasional terstruktur dan sistematis. Begitu juga dengan tata kelola
penggunaan dana dan dana bantuan yang bersumber dari negara maupun
dari masyarakat. Bencana bila datang tidak bisa ditolak, dia tak akan datang
meskipun dia diundang. Semua atas kehendak-Nya. Namun demikian
bukan berarti manusia hanya bisa pasrah menerima bencana. Oleh karena
itu harus ada wupaya-upaya yang dilakukan bulai perencanaan

penanggulangan bencana, sampai pada melakukan mitigasi bencana.
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Pengaturan yang dibentuk terkait dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah Kota Bontang sebagai dasar dan rambu-
rambu dalam melakukan berbagai upaya. Muatan filsafat disini untuk untuk
memastikan hal mendasar kenapa penyelenggaraan penanggulangan
bencana penting untuk diatur.

Pentingnya filsafat hukum dimuat sebagai landasan pembentukan
Peraturan Daerah ini, mengingat bahwa Filsafat hukum mempelajari hukum
secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk
memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikatagorikan

sebagai hukum, yaitu:

1). Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-
pertanyaan mengenai hakekat hukum.

2). Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-
gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi,
korespondensi dan fungsinya.25

Lebih jauh Muchsin dalam bukunya Ikhtisar Filsafat Hukum
menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara
tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh
untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu
itu.26Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat,
berupa perintah dan larangan yang keberadaanya ditegakkan dengan sanksi
yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.2?

Pentingnya muatan filosofi dalam setiap peraturan, terlebih lagi

Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana dalam pandangan hukum selain hakekat hukum yang akan diatur

juga penyusunan suatu hierarki norma-norma sehingga berlapis-lapis dan

berjenjang-jenjang. Suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, bila
tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi.

Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramidal, mulai dari yang

abstrak (ideologi negara dan UUD) sampai yang konkrit (Undang-Undang

25) Slide Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasatjana Program Magister Hukum
Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007.

26y Muchsin, I&btisar Filsafat Hukum, Ibid, hlml 13

27y 1bid, hlm 24
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dan peraturan pelaksanaan). Menurut Hans dan Nawiasky dalam Abdul

Ghofur Anshori "Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung' ada empat

kelompok penjenjangan perundang-undangan:

1). Norma dasar (grundnorm).Norma dasar negara dan hukum yang
merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.

2). Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, norma-
norma yang menjamin berlansungnya negara dan penjagaan hak-hak
anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung
sanksi, maka tidak termasuk perundangundangan.

3). Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi
dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang
dimuat dalam undang-undang dasar.

4). Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.28

Hal-hal mendasar pentingnya dibentuk peraturan daerah yang
mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana ini tidak semata
secara filosofi. Oleh karena itu sebagai hal mendasar bahwa negara kita
berdasarkan kepada Ketuhanan yang mengakui keberadaan Negara ini atas
kehendak-Nya. Ditambah lagi masyarakat di Indonesia adalah masyarakat
yang menganut agama dan kepercayaan dan secara universal percaya bahwa
segala sesuatu yang mengatur kehidupan ini adalah adanya Allah SWT

(Tuhan Yang Maha Kuasa). Oleh karena itu Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana juga ditinjau dari perpektif Keagamaan yang ada

di Indonesia, maka perlu kiranya disampaikan perspektif yang dimaksud itu

di bawah ini:

4.1.1. Mitigasi Bencana Perspektif Agama Islam

> Konsep Maqgashidu Syariah dalam Islam

Islam sebagai ajaran yang sempurna memiliki tiga pilar, yaitu: Aqidah,
Syariah dan Akhlak. Dalam dimensi Syariah sebelum Allah menciptkan
Adam AS sebagai manusia pertama telah diciptakannya Alam dengan

tatanan kerja yang teratur, rapi dan serasi. Tuntunan Islam tentang

keseimbangan alam sangatlah jelas sebagaimana Firman Allah SWT:

&,
Dl I
|

&5 c> bu,_n. 12 i ~L>3 gV uuy};,;@wu;\;m
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28) Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran DanPemaknaan, (Jogyakarta, Gadjah
Mada University Press, 2006), hlm 42
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Artinya: “Allah menjadikan Tujuh langit, kamu sama sekali tidak melihat
sesuatu yang tidak serasi/seimbang didalam ciptaan Allah yang
Maha Rahman. Lihatlah berulang kali dengan teliti, adakah kamu
temui sesutu yang tidak seimbang/ serasi”(QS.Al-Mulk:3).

Artinya: “Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan
kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan
penglihatanmu itupun dalam keadaan payah” QS.Al-Mulk:4).

Ayat diatas menjelaskan bahwa alam semesta yang diciptakan Allah
dalam keadaan seimbang dan serasi. Keseimbangan, keserasian dan
keteraturan yang kemudian dikenal dengan Sunnatullah. Melalui
Sunnatullah inilah bumi dan alam semesta dapat bekerja secara sistemik.
Syariat yang Allah turunkan kepada manusia untuk menjaga Alam
terformulasikan dalam maqgashidu syariah bahwa adapun tujuan dari di
turunkannya syariah ini kepada manusia adalah untuk:

1) Hifzhul dien/menjaga Agama,

2) Hifzhul Aqli/menjaga Akal,

3) Hifzhul nafs/menjaga Jiwa,

4) Hifzhul nasab/menajaga Keturunan,

S) Hifzhul Maal/menjaga Harta,

6) Hifzhul ‘Alam/menjaga Alam (lingkungan).

Hifzhul ‘Alam/memelihara atau menjaga Alam (lingkungan) karena
dalam Ajaran Islam memelihara Alam menjadi sesuatu yang bersifat
dharuriah (pokok) karena alam merupakan sumber kehidupan dan juga
Makhluq Allah sama dengan manusia yang harus dijaga kelestariannya.
Kebutuhan manusia kepada Alam dapat terpenuhi karena Allah SWT telah
menundukkan semua Alam ini kepada Manusia sebagaimana firman Allah
SWT:” Dan dialah Allah yang menundukkan Bagimu seluruh apa yang ada di
bumi...” .

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala
sesuatunya tunduk kepada Manusia. Hukum atau syariat tentang
pelestarian lingkungan sebagaimana yang terdapat dalam Qur’an Surah Al-

A’raf 7:56
fA
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Artinya: “Dan janganlah Kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadnya dengan rasa takut

(tidak akan diterima) dn harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.
Ayat ini merupakan ayat Al-Qur’an yang bersifat “Obligatory Value” yang
tidak bisa diganggu gugat kewajibannya karena dengan menjaga alam maka
kelestarian lingkungan/alam bisa terjaga dan ini adalah salah satu cara
untuk mitigasi bencana alam. Penempatan Ayat-ayat yang berkaitan dengan
alam adalah suatu bentuk ibadah dalam bentuk penghormatan kepada
Alam.

Bencana alam yang menimpa pada manusia merupakan Qadha dari
Allah SWT. Namun dibalik Qadha tersebut ada fenomena alam yang bisa
dicerna, termasuk ikhtiar untuk menghindarinya sebelum bencana alam
terjadi. Dalam suatu kejadian bencana alam ada domain yang berada dalam
kuasa manusian dan yang berada diluar kuasa manusia. Segala upaya yang
dapat meminimalisir bahkan dapat menghindari dari bahaya dan risiko
bencana alam ialah domaian yang berada dalam domaian kuasa manusia.
Peristiwa alam yang menghasilkan bencana alam tidak dapat dicegah atau
dihilangkan. Namun segala usaha menghindarkan  interaksi antara
peristiwa alam yang menimbulkan bencana alam dengan manusia, inilah

yang termasuk ke dalam upaya manajemen dan mitigasi bencana.

» Bencana Alam; hubungan Manusia dengan Alam

Implikasi dari kekhalifahan manusia ialah keperluannya mengerti alam
(lingkungan), tempat ia hidup dan menjalankan tugasnya. Manusia memiliki
kemungkinan memahami alam ini karena potensi akal yang dikaruniakan

kepada sebagaimana Firman Allah SWT;

& vl - = - E e . - ,{l.g} ,?,
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Artinya: ”Dan Dialah telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa
yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”
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(0S 45:13).

Islam sebagai “Ad-dien” merupakan satu sistem aqidah dan Syariah
serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai
ruang lingkup.Islam sebagai”Ad-dein” tidak hanya mengatur hubungan
manusia dengan manusia dalam masyarakat tetapi juga dengan alam
sekitanya yang di kenal dengan lingkungan Hidup.?° Manusia sebagai
Khalifah di Bumi memiliki interaksi/hubungan yang erat dengan alam
karena Alamlah yang menyediakan segala kebutuhan manusia, Namun pun
manusia dalam pengelolaan Alam cenderung bersifat Antrophosentris
membuat manusia menjadi “rakus” dalam mengekspolitasi Alam. Hal ini
tergambar dalam Qur’an “Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan
akibat ulah tangan manusia ...” karena Kerakusan dan ketamakan manusia
sehingga terjadi ekspolitasi alam secara besar-besaran ini disebabkan
paham materialisme dan kapitalisme dalam masyarakat muslim telah
berakar sehingga alam menjadi tereksploitatif. Oleh karena itu, manusia
sebagai makhluk yang bermoral sebagai penguasa bumi/khalifah harus
berjuang melawan segala bentuk pembelegguan dirinya. Sebab belenggu
menjadi penghalang dari kemungkinan memilih bebas jalan dan kegiatan
hidup yang diyakininya terbaik, yakni paling bermoral dan bertanggung

jawab.30

> Pola Takwa: Hubungan Manusiadengan alam (Lingkungan)

Takwa telah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia, berasal dari
bahasa Arab “taqwa” yang berarti: takut, menjaga diri, memelihara,
tanggung jawab dan memenuhi kewajibannya, Karena itu orang yang
bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran:
mengerjakan suruhan-Nya, tidak melangga larangan-Nya, orang yang takwa
adalah orang yang menjaga diri dari kejahatan, memelihara diri agar tidak
melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT bertanggung jawab
mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatannya dan memenuhi

kewajibannya. Menurut Professor Hasan Langgulung “takwa adalah kunci

2) H. Mohammad daud Ali, 2006, Pendidikan Agama Islam, edisi 1, Raja Grafindo persada,
Jakarta, hlm. 51

30) Mizaj Iskandar, 2015, Mitigasi Bencana dalam perspektif Islam , Prosiding Simposiium
Nasional Mitigasi Bencana Tsunami 2015
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untuk memahami sistem nilai (sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan
berguna bagi kemanusiaan). Salah satu ruang lingkup Takwa adalah
hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya (alam) yang mana dapat
dikembangkan antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang
dan tumbuh-tumbuhan, tanah, air dan udara serta semua alam semesta
yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk
lainnya.

Pola takwa yang tergambar melalui empat jalur komunikasi manusia
yaitu hubungan manusia denagan Allah SWT, hubungan manusia dengan
dirinya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan
Alam yang mana konsekwensi dari keempat pemeliharaan hubungan harus
menumbuhkan dan mengembangkan dalam diri empat kesadaran
Tanggung jawab:

1) Tanggung Jawab kepada Allah SWT,

2) Tanggung Jawab kepada hati Nurani,

3) Tanggung Jawab kepada manusia Lain,

4) Tanggung jawab untuk memelihara flora dan fauna, udara air dan tanah
serta kekayaan lalam ciptaan Allah SWT.

Dimensi pelaksanaan takwa dalam lingkup kewajiban terhadap
alam/lingkungan hidup, secara umum kewajiban terhadap lingkungan
hidup dapat dilihat dalam Al-Qur’an yang menggambarkan kerusakan yang
telah terjadi di daratan dan di lautan, karena ulah tangan manusia yang
tidak mensyukuri karunia Ilahi. Untuk mencegah derita dari bencana alam
atau mengurangi resiko dan bencana alam manusia “WAJIB” memelihara
kelestarian lingkungan hidupnya.3!

Secara teknis upaya mitigasi bencana dalam islam tidaklah banyak
berbeda dengan metode yang diterapkan didunia. Yang berbeda hanya hanya
dalam memandang sumber pencipta Alam, yaitu adanya ketetapan Allah,
mengakibatkan ada perbedaan dalam langkah awal ketika terjadi suatu
bencana, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Khalifah
Umar Bin Khattab RA, suatu kali terjadi gempa bumi , Rasulullah SAW lalu
meletakkan kedua tangannya diatas tanah dan berkata, ”Tenanglah ...bellum

datang saatnya bagimu”, Lalu NabiSAW menoleh ke arah sahabat dan

31) H. Mohammad Daud Ali, Op.Cit.hlm
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berkata, , Sesungguhnya Rabb Kalian menegur kalian...maka jawablah
(buatlah Allah ridha kepada kalian).Hal yang sama terjadi pada masa
pemerintahan Umar Bin Khattab, ketika terjadi gempa ia berkata kepada
penduduk Madinah,”wahai manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa ynag
kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andai kata gemapa ini kemabali
terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi.. 2. Langkah awal yang dilakukan
ketika terjadi bencana alam ialah bertaubat sambil mengingat kemaksiatan
apa yang dilakukan sehingga Allah menurunkan bencan alam tersebut
kepada suatu kaum. Hal ini juga menjadi penjaga “kesadaran dan Kondisi
Ruhiyah masyarakat” khusunya yang berada pada daerah rawan bencana
alam untuk senantiasa menjaga ketaatan padd syariah dalam lingkup
individu dan masyarakat, karena bencana alam dapat datang sewaktu-
waktu dan memusnahkan setiap orang yang berada di daerah tersebut baik
yang taat pada Syariah maupun yang tidak. Kondisi ini telah disampikan
Oleh Allah Swt dalam QS.Al-A’raf;96 :“Jikalau sekiranya penduduk negri
beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi,tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu,

maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. “

4.1.2. Mitigasi Bencana Perspektif Kristen

Tiap kali isu Krisis lingkungan atau ekologi yang di sebabkan terjadinya
gempa bumi, tanah Longsor, Banjir bandang, Tsunami , Gunung meletus
mencuat, ketika itu pandangan keagamaan terhadap alam dan lingkungan
diusik, dalam perspektif Injil, Khususnya Genesis (kitab kejadian) 1:28
dikutip: Dan Tuhan memberkati mereka (adam dan Hawa) dan berfirman
kepada mereka;”Menjadi subur dan berlipaganda lah (dalam keturunan), isi
(Penuhilah) bumi dan tundukkanlah ia, dan kuasailah ikan di laut, Unggas
di udara, dan segala makhluk hidup dan bergerak diatas permukaan bumi”.
Kutipan Injil ini sering digunakan untuk mendiskreditkan ajaran Yahudi-
kristen sebagai pemicu lahirnya sikap eksploitatif terhadap alam. Menurut
Lynn White dalam tulisannya The Historical Roots of Our Ecologis Crisis,” Injil

menunjukkan bahwa segenap penghuni alam jagat berikut bumi adalah

32) https://baiturrahmanonline.com/global/news/mitigasi bencana menurut-al-quran
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milik manusia dan merupakan sarana untuk pengembangan manusia,33
selanjutnya dalam kejadian 1:26, 28, Allah menyatakan bahwa manusia
diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dia memberi kuasa yang
begitu besar kepada manusia atas bumi ini, untuk menaklukkan bumi dan
berkuasa atasnya. Ayat ini menyatakan secara tegas bahwa manusia
mempunyai kuasa penuh atas bumi dengan segala isinya. Dengan
Pandangan Inilah sehingga banyak orang memahami firman Tuhan yang
keliru, mereka merasa punya hak penuh untuk berbuat apa saja terhadap
bumi ini. Mereka merasa mempunyai legitimasi yang kuat untuk
mengeksploitasi alam ini sekehendak hatinya. Pemahaman yang keliru
tersebut memberi kontribusi yang besar terhadap pengrusakan Lingkungan
(alam) selama ini.

Pandangan yang berbeda di berikan oleh ahli tafsir Torah pada abad
pertengahan, Nachmanides dan Obadiah Sforno, keduanya mengecam
penyalahgunaan oleh manusia, apalagi yang bersifat destruktif terhadap
alam, pandangan ini didasarkan pada Genesis 2:15 yang memperkuat
gagasan pemeliharaan alam oleh manusia yang ditugasi sebagai pemelihara
dan penanggung jawab. Pada intinya ajaran Kristen menempatkan manusia
lebih unggul dari makhluk lain dan menganjurkan penguasaan manusia
terhadap alam, namun ia ta boleh melampaui right dominion (penguasaan
yang wajar). Melalui konsep tersebut pandangan Kristen menyangkut
hubungan manusia dengan alam dilandasi oleh semangat “menghormati”,
melalui semangat ini manusia harus menghindari kemungkinan gangguan
yang tidak wajar terhadap kehidupan alam dan lingkungan dengan dalih apa

pun.

4.1.3. Mitigasi bencana perspektif Agama Hindu
Dalam ajaran Hindu terkenal dengan Tri Hita Karana yaitu 3 (tiga)
penyebab kebahagiaan meliputi:
1). Hubungan manusia dengan Tuhan,
2). Hubungan manusia dengan manusia,

3). Hubungan manusia dengan Alam.

3% Alwi Shihab, 1997, Islam Inklusif (Ekologi dalam perspektif Injil dan Al-Qur’an) cet. 1. Al-
mizan, Bandung, hlm 162
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Ketiga ajaran ini terinternalisasai dalam sikap dan prilaku umat Hindu
dalam berinterkasi dengan dengan Alam bahkan ajaran ini melekat setiap
umat Hindu. Dalam ajaran Hindu hubungan manusia dengan Alam sangat
penting karena Alam merupaka sumber kehidupan, olehnya itu dalam
budaya mereka terdapat larangan untuk menebang pohon, jika seseorang
menebang pohon maka ia wajib menanam minimal satu pohon, bahkan
sanksi adat bisa dikenakan bagi masyarakat Hindu . ini adalah tindakan
preventif untuk mencegah atau meminimalisir bencana,

Bencana Alam dalam ajaran hindu sangat erat kaitannya dengan
Spritualisme, dengan terjadinya bencana Alam disebabkan kemurkaan dewa
karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam alam, juga seperti teguran
pada tingkah laku manusia yang tidak menghormati dewa. Dalam budaya
Hindu penghormatan kepada Alam di lakukan dengan menyerahkan sesajen
kepada Alam sebagai upah di berikan kepada penguasa Alam yang telah
memberikan Penghidupan kepada meraka, budaya ini disebut”mecaru”.
Mecaru adalah upacara yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan
antara manusia dengan alam oleh umat Hindu di Bali. Upacara “Mecaru”
disebut juga Butha Yadnya yang hakikatnya merawat lima unsur alam
diantaranya: tanah, air, udara, api. Upacara “Mecaru’ dilaksanakan di
perempat jalan dan di lingkungan rumah. Upacara “mecaru” setiap keluarga
membuat caru atau persembahan sesuai dengan ekonomi keluarga.

Persembahan tersebut merupakan penyucian Bhuta Kalla dan segala
kotoran yang ada serta sebagai pengharapan segala keburukan tidak dialami
pada masa yang akan datang. Upacara “mecaru’ bertujuan untuk
menanamkan nilai-nilai luhur dan spritual kepada manusai agar selalu
menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitar. “mecaru” upah atau
persembahan yang di berikan kepada Bhuta kalla untuk menjaga kelestarian

Alam sehingga tidak menimbulkan bencana alam.34

4.1.4. Mitigasi bencana Perspektif agama Budha
Setiap ada berita tentang bencana alam yang mengerikan maka

seringkali muncul pertanyaan “Apakah bencana alam terjadi adalah”karma”

%) Hasil wawancara dengan I gede Sudarma, Tokoh Agama Umat Hindu hari Selasa, 27 Mei
2019 pukul 11.00 WITA
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bagi manusia?”, jika sebuah daerah /wilayah terkena tsunami, atau gempa
bumi, banjir dan tanah longsor apakah masyrakat telah mendapat
hukuman? Dalam Ajaran Budha mengatakan bahwa tidak ada
hubungannya antara karma dan bencana alam . Pendapat yang berdasarkan
nalar, bahwa karma berkaitan dengan bencana alam adalah salah dan tidak
didukung oleh ajaran Budha.

Budha mengajarkan bahwa ada lima jenis hukum alam yang disebut
Niyama, yang mengatur dunia secara luar biasa(fenomenal) dan dengan
kepercayaan Jiwa (spritual) dan karma hanyalah satu dari lima hukum alam
tersebut. Lima hukum alam menurut ajaran Budha ialah:

1). Hukum fisika, mencakup semua fenomena Anorganik (Utu niyama),

2). Hukum Bilogis, mencakup semua fenomena Organik (Bija Niyama),

3). Hukum alam sebab Akibat (karma Niyama),

4). Hukum Psikologis, mencakup semua proses kerja pikiran (dharma
Niyama),

5). Hukum kebenaran,ciri semua fenomena yang terjadi yaitu bahwa semua
fenomena saling keterkaitan dan termasuk semua proses yang bukan
merupakan cakupan empat hukum diatas (Citta Niyama).

Lima hukum diatas yang mengatur semua fenomena yang terjadi
dialam semeseta ini termasul bencana alam.35 Ajaran Budha menjelaskan
bahwa bencana alam disebabkan oleh hukum fisika dalam hal ini Geologi
dan juga bisa juga karena kesalahan manusia. Menurut Ajaran Budha
bahkan bencana Alam terjadi karena faktor alam dan Faktor manusia
menurut ajaran ini ciri alam adalah selalu seimbang, sehingga ketika alam
tidak seimbang lagi(rusak) disebabkan manusia maka terjadilah fenomena
alam yang tidak biasa sehingga mungkin menjadi bencana Alam bagi
manusia. Lain Halnya dengan gempa bumi, letusan gunung berapi dan
bencana alam geologis lainnya lebih banyak disebabkan oleh hukum
fisika.Ajaran budha mengajarkan keoada manusia untuk berkaca kepada

diri sendiri sendiri sebelum menyalahkan orang lain.

4.2. Tinjauan Sosiologis

) https://www.kompasiana.com Tanggapan Ajaran budha terhadap Bencana Alam di akses
pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WITA
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Bencana dapat terjadi kapan dan dimana saja,bencana alam, bencana
non alam, dan bencana sosial. Bencana juga bisa diprediksi kapan dan
dimana serta diperkirakan berapa besar yang ditimbulkan. Ada juga
bencana yang tidak bisa diprediksi kapan. Tentunya dengan kemampuan
teknologi yang dibuat manusia diharapkan mampu meminimalisir terjadinya
korban manusia dan harta benda. Termasuk mempersiapkan melalui
perencanaan bagaimana menghindari bencana secepat dan sedini mungkin.

Setiap manusia atau kelompok masyarakat mempunyai pengetahuan
dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya.
Pengetahuan dan cara ini dikenal sebagai “wisdom to cope with the local
events” atau sering disebut dengan istilah “local wisdom”. Sebagai contoh, di
masyarakat Simeulue dikenal local wisdom yang disebut smong, yaitu suatu
pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke
generasi untuk bertindak bila masyarakat menghadapi bencana tsunami.
Mekanisme dalam menghadapi kejadian (coping mechanism) terbentuk dan
lahir dari pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan terhadap
setiap kejadian, fenomena, harapan, dan masalah yang terjadi
disekitarnya.36

Dalam hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam
penanggulangan bencana, maka Pemerintah Daerah dengan
tanggungjawabnya melaksanakan berbagai kebijakan dalam
penanggulangan bencana. Ruang lingkup penanggulangan bencana itu bagi
Pemerintah Daerah Kota Bontang, yaitu:

a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana

Ketiga ruang lingkup itu menjadi pekerjaan utama Pemerintah Daerah
Kota Bontang dalam berupaya untuk menyelenggarakan penanggulangan
bencana. Masa prabencana ini banyak upaya yang dilakukan, selain
melakukan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan potensi
terjadinya bencana. Hal yang terpenting dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana adalah bagaimana mempersiapkan secara konsep

3%) Rudy Pramono Perspekrif Sosiologis Dalam Penanggnlangan Bencana Sociological Perspectives In Disaster
Management, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 18 No. 1 Tahun 2016, halaman 84
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dan infrastruktur. Hal berikutnya adalah bagaimana menciptakan peran
masyarakat secara aktif. Peran masyarakat ini dilakukan dengan berbagai
program pendekeatan. Pendekaran yan dilakukan salah satunya dengan
peranan Pemerintah Daerah Kota Bontang dan menjadikan perpanjangan
tangan melalui keagamaan.

Peran serta masyarakat menurut Habitat dalam Panudju dalam
Irman37 adalah sebagai berikut:

“Participation is process of involving people; especially those directly effected,
to define the problem and involve solutions with them”.

Partisipasi masyarakat sangat penting di dalam upaya penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara aktif. Pola dan sistem penyadaran akan
pentingnya bencana untuk dihindari sedini mungkin mejadi sangat baik.
Masyarakat yang terlalu pasrah untuk menerima nasib tanpa melakukan
tindaka-tindakan penyelematan bahkan persiapan sebelum bencana itu
terjadi. Pola, sistem pendekatan (Approach) persuasif dengan berbagai
pendekatan melalui pendidikan, bahkan melibatkan tokoh-tokoh
masyarakat, alim ulama (Tokoh keagamaan) dan pimpinan berbagai
paguyuban, lembaga, instansi, organisasi masyarakat dan kepemudaan, dan
pelaku usaha dan badan-badan usaha. Kesemuanya diberikan peran pada
bidang dan kegiatan atau aktivitasnya masing-masing.

Pentingnya Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur
penanggulangan bencana sebagai payung hukum untuk memberikan
manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah
memiliki kepastian hukum untuk bertindak dalam melakukan
penanggulangan dan mitigasi bencana. Karena hukum dalam hal ini
Peraturan Daerah dibuat untuk memberikan kemudahan dan memberikan
manfaat bagi masyarakat Kota Bontang, karena hukum sebagai alat untuk
menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian. Adanya peraturan
daerah sebagai perangkat daerah dalam memberikan rasa aman bagi
masyarakat Kota Bontang.

Dengan demikian Fungsi lain dari hukum, yakni mengadakan

perubahan-perubahan di dalam masyarakat (law as a tool of engineering).

37) Irman. 2004. Peran Serta Masyarakat Dalam Teknik Operasional Sampah di Kota Padang.
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. UNDIP, Semarang, halaman 50
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Satjipto Rahardjo mengemukakans3sbahwa hukum sebagai sarana social
engineeringadalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu
tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk
melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Social
engineeringmerupakan cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan
sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.

Oleh karena itu dianggap penting sebagai bentuk kemanfaatan hukum
ini mampu mengikat bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah,
Lembaga, instansi, Organisasi masyarakat dan kepemundaan dan Badan
Usaha. Sehingga bisa diberikan dari aspek kemanfaatan hukum adalah
memberikan manfaat pada sebagain besar orang “the greatest happines, the
greatest number of people”, maka peraturan daerah ini bertendensi
mandatory.

Makna kemanfaatan untuk masyarakat dalam kaitannya dengan
penanggulangan bencana ini, bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Sebab bencana bisa menimpa kepada siapa saja. Manfaat peraturan daerah
ini juga termasuk mengatur bagaimana pendanaan untuk penanggulangan
bencana tersebut, baik bersumber dari APBD maupun bantuan-bantuan.
termasuk bagaimana tata keloala keuangan beserta tanggungjawab yang
harus dilakukan.

Apalagi dalam tata kelola keuangan yang bersumber dari APBD sangat
ketat dan sesuai peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penggunaan dan pertanggungjawaban. Khusus di Kota Bontang, Belanja
pembangunan dalam RAPBD periode 2016-2021 diarahkan untuk
memastikan pencapaian sasaran proritas pembangunan, sebagai berikut:39
1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pembangunan

pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua,
peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamman , yang ditunjang oleh
perbaikan sarana-prasarana pemukiman dan infrastruktur yang

memadai, sehingga terwujud Bontang sebagai Smart City

38) Satjipto Rahardjo, 1979, Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia, Penerbit Buku Kompas,
Jakarta, 2003, hal. 142

%) RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021
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2. Perbaikan kualitas lingkungan dan sarana-prasarana perkotaan untuk
mewujudkan Bontang sebagai Green City

3. Transformasi ekonomi dengan pernguatan sektor-sektor ekonomi
maritime dan daya saing ekonomi menuju Bontang sebagai Creative City

Dalam rangka mencapai visi misi Kota Bontang 2016-2021, Kapasitas
riil kemampuan keuangan daerah tersebut digunakan dengan prioritas
sebagai berikut:

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema
atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala
daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan
nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun
rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh
persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program
prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat
monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat
yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya
ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I
juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program
prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per
urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi
masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang
dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi
SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan
dengan itu.

3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi
belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS,
belanja hibah, dan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan,
serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dan pemenuhan dana prioritas
[II dilaksanakan sejalan dengan pengalokasian dan pemenuhan dana
prioritas I dan II.

Sejalan dengan proyeksi kapasitas fiskal keuangan sebagaimana
tersebut di atas, agar pemanfaatan kapasitas riil kemampuan keuangan

daerah dapat lebih terarah, efektif dan efisien, maka dalam pengalokasian
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belanja selama lima tahun ke depan perlu mempertimbangkan hal sebagai

berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan
prioritasnya yang langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat

2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan
pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor
swasta (public private partnership) maupun potensi corporate social
responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di
Kota Bontang;

3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin
relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan Kota Bontang yang
lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala
kota. Sehingga dengan reorganisasi ini, diperoleh besaran organisasi yang

lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaran urusan pemerintah.

4.3. Tinjauan Yuridis

Jaminan kepastian hukum dalam penanggulangan hukum ini sedikit
diuraikan pada Bab II sebelumnya, tetapi disini perlu diberikan landasan
mengenai tinjauan yuridis mengenai penanggulangan bencana ini tujuannya
adalah untuk memberikan kejelasan bagi Pemerintah Daerah menentukan,
dan bertindak baik pada prabencana, tanggap darurat, dan masa
pascabencana. Sedangkan masyarakat mendapatkan haknya baik yang
terkena bencana langsung maupun tidak langsung serta peran serta
masyarakat luas untuk berpartisipasi memberikan bantuan.Termasuk
adanya ruang hukum bagi pelaku usaha dalam berperan aktif dalam upaya
penanggulangan bencana.

Menurut Ahmad Ali berpendapat, “kepastian hukum atau
Rechtssicherkeit, security, rechtszekerheid, adalah sesuatu yang baru, yaitu
sejak hukum itu dituliskan, diposititkan, dan menjadi publik. Kepastian
hukum menyangkut masalah “Law Sicherkeit durch das Recht,” seperti
memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan

kejahatan. Kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian
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tentang hukum itu sendiri).40

Oleh karena itu berhubungan dengan kepastian ini ada 4 (empat)

makna, yaitu:

1).

2).

3).

4).

Bahwa hukum positif, artinya bahwa hukum diartikan adalah
perundang-undangan (gesetzliches Recht).

Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsacken), bukan suatu
rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim,
seperti “kemauan baik”, kesopanan.

Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah
dijalankan.

Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.....41.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini secara hukum telah

memberikan jaminan kepastian hukum, karena ada 2 (dua) hal yang melatar

belakanginya, yaitu:

1).

2).

Adanya Perintah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.

Jaminan bahwa Daerah Kota Bontang melaksanakan penanggulangan
bencana ini sebagai suatu perintah Undang-Undang. Undang-Undang
ini sebagai peraturan substansi yang mengatur khusus penanggulangan
bencana. Sehingga dengan penanggulangan bencana dan fokus dari
tindakan sebagai bentuk perbuatan hukum, maka diperlukan organisasi
sebagai pemegang peran pelaksana Undang-Undang itu (leading sector).
Leading sector dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana ini
adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang.
Selain sebagai pelaksana, BPBD ini adalah koordinator yang menjadi
komando dalam penanggulangan bencana baik koordinasi dan komando
dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Bontang maupun
dengan pihak keamanan dan ketertiban yaitu TNI dan POLRI, yaitu
Korem dan Polres Bontang.

Adanya kewenangan baik dalam artinya Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, maupun secara khusus (specialis) dalam Penanggulangan

Bencana.

40y Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk

Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 292

4) Ahmad Ali, Op.Cit, hlm 293
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Kewenangan ini diberikan kepada Daerah Kota Bontang sebagaimana
diperintahkan dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam lampiran tersebut disebutkan:

a. Penyediaan kebutuhandasar dan pemulihantrauma bagi
korbanbencana kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraanpemberdayaan masyarakatterhadap kesiapsiagaan
bencana kabupaten/kota.

Selengkapnya pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana

antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

INd Sub Bidang | Pemerinta Pusat Provinsi Kab/Kota
5| Penanganan p. Penyediaan Penyediaan @a. Penyediaan kebutuhan
Bencana kebutuhan dasar kebutuhan dasar dan pemulihan
dan pemulihan dasar dan trauma bagi korban
trauma bagi pemulihan bencana
korban bencana [ftrauma kabupaten/kota.
nasional. bagi bPenyelenggaraan
b. Pembuatan korban pemberdayaan
modelpemberday [pencana masyarakat terhadap
aan masyarakat |provinsi. kesiapsiagaan bencana
terhadap kabupaten/kota.
kesiapsiagaan
bencana.

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Secara khusus atau spesialis, kewenangan Kota Bontang untuk
melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, yaitu sebagaimana dalam Pasal 9, disebutkan:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraanpenanggulangan

bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana padawilayahnya
selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkanunsur-
unsur kebijakan penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulanganbencana
dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagaisumber
ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan danpengurasan
sumber daya alam yang melebihi kemampuanalam pada wilayahnya,;
dan

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang ataubarang yang
berskala provinsi, kabupaten/kota.

Selanjutnya terkait dengan leading sector penanggulangan bencana itu

dipegang oleh BPBD Kota Bontang, maka dalam memberikan jaminan
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kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud adalah dari kedudukan (legal
standing)kelembagaan BPBD Kota Bontang satu-satunya organisasi
Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan dalam penanggulangan
bencana. Dimana tugas dan fungsinya sebagai koordinator dan komando
terkait dengan penanggulangan bencana. Tentunya juga ditentukan
kedudukan tinggakatan jabatan Kepala BPBD Kota Bontang ditentukan
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah Eselon Ila. Selengkapnya berbunyi:
badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin olehseorang pejabat setingkat
di bawah bupati/walikota atausetingkat eselon Ila.
Pada kesempatan ini Tim mencoba menjelaskan mengenai kedudukan
Organisasi BPBD yaitu ada di Kota Bontang, sebagai berikut:
1). Dasar Pembentukan.
Berdasarkan dokumen yang ada pada, bahwa dasar Pembentukan BPBD
Kota Bontang adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bontang
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
PenanggulanganBencana Daerah sampai hari ini belum ada perubahan.
Bahwa terhadap Peraturan Daerah ini dalam kedudukan hukum
memang sudah benar yaitu Perda ini dibentuk secara tersendiri atas
perintah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, tepatnya dalam Pasal 25, berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas,struktur
organisasi, dan tata kerja Badan PenanggulanganBencana Daerah diatur
dengan Peraturan Daerah.
Bahkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, tepatnya dalam Pasal 75 ayat (1), berbunyi:
Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Hanya saja dalam esselonisasi adalah ketika mendudukan Kepala BPBD
Kota Bontang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, Perda Kota
Bontang Nomor 4 Tahun2015 tersebut, yaitu:
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari
.a. Kepala;

b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana.
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Kemudian Pasal 7 ayat (1), dibunyikan:

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 6 huruf a secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Kota Bontang Nomor 4
Tahun 2015 itu, yang menjadi Kepala BPBD Kota Bontang adalah
Sekretaris Daerah Kota Bontang. Sementara dalam struktur organisasi
BPBD terdiri dari Kepala, unsur Pengarah, dan unsur pelaksana. Secara
operasional sehari dalam menjalankan BPBD adalah Kepala Pelaksana,
dan dikatakan BPBD sebagai OPD yang setingkat dengan OPD lainnya.
Masalahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Perda Nomor 4
Tahun 2015 itu, berbunyi:

Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon Illa.

Artinya Kepala Pelaksana BPBD setingkat dengan Kepala Bagian (Kabag)
pada OPD lainnya.

Pada kenyataannya Kepala Pelaksana BPBD mengalami kesulitan
melakukan koordinasi dan komando ketika berhubungan dengan Kepala
OPD, TNI dan Polri.

Apabila mau dikatakan BPBD itu adalah setingkat dengan OPD lainnya,
maka Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana eselonnya adalah sama-sama
eselon II tetapi golongannya Kepala Pelaksana setingkat lebih rendah
dari Sekretaris ex officio yang memegang eselonnya adalah eselon Ila.
Kepala Pelaksana sebaiknya disamakan dengan Eselon Kepala OPD
lainnya. Tujuan agar ada kesejajaran dengan OPD lainnya terutama
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, koordinasi dan sebagai
komando. Bagaimana seorang Kepala Pelaksana BPBD melakukan
koordinasi dan mengkomandoi OPD, TNI dan Polri sementara jabatan
eselonisasinya setingkat dengan Kabag saja. Kepala BPBD yang
dikapalai Ex officio Sekretaris Daerah tentu dapat dipahami dialah yang
bertanggujawab langsung kepada Kepala Daerah (Walikota Bontang).
Namun hal tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya untuk
koordinasi dan komando kepada Kepala Pelaksana sehari-hari kepada
Kepala Pelaksana BPBD yang eselonnya sama yaitu eselon II tapi jenjang

golongannya yaitu Kepala BPBD adalah eselon II a. Sedangkan Kepala
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2)

Pelaksana BPBD adalah eselonnya adalah IIb, maksudnya untuk
mengimbangi kesejajaran dengan OPD, TNI, dan Polri itu.

Standart Jabatan eselon sudah ditentukan Undang-Undang.

Bahwa standart eselon jabatan seorang Kepala BPBD sudah ditentukan
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga yang memimpin atau BBD
dikepalai oleh Ex Officio Sekretaris Daerah. Tentu dengan Jabatan ini
BPBD diharapkan mudah dalam melakukan koordinasi dan komando
dalam penanggulangan bencana. Hanya saja dalam struktur organisasi
BPBD terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Untuk
bekerjanya dalam keseharian semua operasioanal adalah dilaksanakan
oleh Kepala Pelaksana. Hanya saja penentuan pengisian jabatan
eselonisasi ini sepenuhnya diserahkan kepada daerah yang
menentukan. Hal ini menjadi persoalan dalam sistem koordinasi dan
komando bagi Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang yang hanya
setingkat eselon Illa atau Kabag saja. Bagaimana Kabag melalukan
koodinasi dan komando dengan OPD dan aparat keamanan dan
ketertiban bila setingkat eselonnya Illa.

Atas pertimbangan itu tim berpendapat bahwa Perda Kota Bontang
Nomor 4 tahun 2015 tentang BPBD, khususnya ketentuan Pasal 18 ayat
(1) dilakukan perubahan.

Agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) muatan substansi

pengaturan dalam Perda yang dibentuk ini dengan Perda Nomor 4 Tahun

2015, maka muatan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD beserta

jabatan eselonisasi menjadi bukan muatan dalam Perda yang dibentuk ini.

Jadi dalam hal ini pengaturan terkait dengan Penanggulangan Bencana ini

terdiri dari 2 (dua) Peraturan Daerah, yaitu:

1).

2).

Perda Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang khusus mengatur
subyek sebagai leading sector dari penanggulangan bencana.

Perda Kota Bontang yang dibentuk ini khusus mengatur pada bentuk-
bentuk penanggulangan bencana termasuk di dalamnya adalah mitigasi
bencana. Perda ini memberikan kepastian hukum bagi BPBD dalam
melakukan pelaksanaan berbagai koordinasi kebijakan perencanaan

dan pemberdayaan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam
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penanggulangan bencana pada masa prabencana, muatan mitigasi
bencana pada masa tanggap darurat dengan melibatkan seluruh
komponen sebagai koordinator dan komando kepada seluruh OPD, TNI
dan Polri, serta muatan pemulihan secara teknis kepada korban bencana

sebagai bagian dari tahap pada pascabencana.

4.4. Tinjuan Ekologis

Salah satu cabang biologi adalah Ekologi, yaitu pengkajian mengenai
interaksi antara mahluk hidup dengan lingkungannnya. Konsep ekologi
berperan demikian penting tidak hanya pada masa lalu, namun juga pada
masa sekarang dan masa akan datang. Singkatnya ekologi sangat
dibutuhkan kehadirannya hampir di setiap pemecahan masalah kehidupan
termasuk dalam penerapan manajemen lingkungan terkini. Pada saat ini
dengan berbagai keperluan dan kepentingan, ekologi berkembang sebagai
ilmu yang tidak hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di
alam. Ekologi berkembang menjadi ilmu mengenai struktur dan fungsi
ekosistem (alam), sehingga dapat menganalisis dan memberi jawaban
terhadap berbagai kejadian alam. Sebagai contoh ekologi diharapkan dapat
memberi jawaban terhadap terjadinya tsunami, banjir, tanah longsor, DBD,
pencemaran lingkungan, pemansan global, kerusakan hutan, dan lain-lain.
Ekologi bersifat interdisipliner karena untuk mengerti dan memahami
hubungan antar organisme dengan lingkungannnya, haruslah ditarik
beberapa pengertian dari banyak bidangyang berkaitan. Ekologi secara
khusus terkait erat dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan tingkah laku
hewan. Dalam berbagai kesempatan para ahli ekologi haruslah
memanfaatkan informasi dari berbagai bidang erat kaitannya guna
memecahkan masalah-masalah ekologis. Belajar ekologi tidak hanya
mempelajari ekosistem tetapi juga otomatis mempelajari organisme pada
tingkatan organisasi yang lebih kecil seperti individu, populasi dan
komunitas.

Penangulangan bencana tidak lepas dari keadaan kondisi alam sebagai
bagian dari sebab terjadinya bencana alam dan non alam, kecuali bencana
sosial. Bencana alam dan non alam pasti ada hubungannya dengan

lingkungan.
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Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster)
maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat
menyebabkan bencana antara lain:

(a) Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-
made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for
Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya
geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi
(hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards),bahaya
teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan
(environmental degradation)

(b) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur

serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana

Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat?+2

ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP
PENGATURAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5.1. Arah Pengaturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Daerah
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tentu saja ada arah yang

menjadi fokus untuk dijadikan sebagai tujuan. Sehingga aranya dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk menjadi
salah satu konstruksi dasar bagi daerah Kota Bontang dalam
merencanakan pembangunan infrastruktur dan sosial dengan
memperhatikan potensi bencana yang dapat terjadi.

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bentuk program yang
terpadu, dan menyeluruh pada prabencana, tanggap darurat bencana,
dan pasca bencana dalam rangka upaya pencegahan dan deteksi dini dan
pemulihan infrastruktur dan kultur atau sosial masyarakat.

3. Penguatan fungsi kelembagaan BPBD Kota Bontang dalam melaksanakan

penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai satusatunya lembaga

42)  Kerjasama Antara Kementetian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana , 2000,
Rencana Aksi Nasional Risiko Bencana 2006-2009, Dicetak Perum Percetakan Negara Ri, Jakarta, halaman
1I-1
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yang berfungsi sebagai koordinator dan komando penanggulangan

bencana.

5.2. Jangkauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Jangkauan disini dimaknai sebagai kemampuan dari Peraturan yang
dibentuk ini dalam arti teritotial, subyektifitas, perbuatan hukum, hak dan
kewajiban yang timbul atas bencana. Disini juga adanya jangkauan
tanggungjawab dan wewenang yang diberikan untuk melaksanakan
penanggulangan bencana ini kepada Pemerintah Kota Bontang.

Jangkauan dalam artian territorial merupakan suatu bentuk aturan
dipandangan dari keberlakuan kewilayahan. Kewilayahan dimaksud adalah
keberlakukan sesuai pembentukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Bontang dan DPRD, maka wilayah (yuridiksi) berlakunya yaitu berlaku di
wilayah Kota Bontang.

Jangkauan subyektifitas disini dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat)
golongan, yaitu: (1) Golongan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
terdiri dari DPRD sebagai pembentuk Regulasi daerah, Pemerintah Daerah
Kota Bontang, (2) Golongan Masyarakat yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian
yaitu, masyarakat sebagai korban bencana, dan masyarakat berdampak
bencana, dan masyarakat bukan kedua-duanya, (3) Golongan Pelaku usaha
yang diharapkan berperan aktif dalam turut melaksanakan penanggulangan
bencana, dan (4) Golongan Pengumpul dan penyalur bantuan bencana
kepada masyarakat.

Jangkauan perbuatan hukum, disini yang dimaksudkan adalah
jangkuan menjadi perbuatan hukum adalah tanggungjawab dan wewenang
yang diperuntukkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bontang, khususnya
BPBD Kota Bontang. Tanggungjawab bagi pelaku usaha untuk berperan
aktif dalam melaksanakan penanggulangan bencana, dan lembaga penyalur
bantuan bencana dari aspirasi masyarakat.

Jangkauan hak dan kewajiban ini ditentukan kepada Pemerintah
Daerah Kota Bontang, Masyarakat korban bencana untuk pemulihan.
Sedangkan kewajiban diberlakukan kepada lembaga penyalur bantuan
bencana selain Pemerintah Daerah Kota Bontang yang berkewajiban
mempertanggungjawabkan  penggunaan  anggaran daerah  dalam

penanggulangan bencana.
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5.3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
5.3.1. Konstruksi Dasar

Pembentukan Peraturan ibaratnya membangun bangunan yang bukan
hanya indah dilihat, tetapi sarat dengan fungsi dan bermanfaat bagi
penguninya. Untuk membangun bangunan hukum dalam arti Ius
constitutum, maka memaknai hukum adalah untuk memberikan jaminan
kepastian hukum untuk bertindak dan tidak bertindak yang memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat dengan muatan itu
lebih berpihak pada penciptaan rasa keadilan sosial (social justice). Tentu
kalimat ini adalah kehendak yang ideal untuk dibentuk, dan meminimalkan
terjadinya kesenjangan dari ketiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian. Konstruksi dasar ini dapat disajikan pemikiran, sebagai berikut:

Gambar 9: Konstruksi Dasar

Sosiologis

Josoftd

Yuridis

Sumber: Tim Penyusun, 2019

Nilai (value) sebagai hal yang bersifat universal menjadi hal yang paling
mendasar. Hal mendasar itu seperti Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Kesejahteraan dan kemakmuran, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Asas
lahir sebagai bentuk pengkrucutan dari nilai itu menjadi suatu substansi
yang akan ditentukan dan diatur dalam hukum positif. Sedangkan norma
merupakan penguraian dari asas yang dituangkan menjadi aturan yang
berisi perintah dan larangan yang ditaati dan menjadi dasar untuk
dilaksanakan.

Di Indonesia sistem hukum menganut sistem perundang-undangan,
dimana dalam memahaminya secara utuh dimulai dari:

a. Law making process (Pembuatan Peraturan hukum)
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Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya

dibahas bersama-sama antara Pemerintah dan DPR/DPRD. Sedangkan

pembentukannya harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar

yaitu kepentingan bangsa dan negara, bila dalam arti UU, Perda untuk

daerah. Tentunya dalam pembentukan itu perlu diperhatikan pada

Politik, Ekonomi, Sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Tentunya

nuansa yang muncul adalah politik hukum yang terjadi pada saat

pembentukannya. Pergeseran politik menyebabkan tata hukum pun

mengalami pergeseran, mengenai pembuatan hukum ini menurut,

Philippe Nonet and Philip Selznick, memberikan pandangan:

In this regard, in the context of such law making politics, law making has

been implemented by being intentionally directed and used in the function

of an instrument of governmental social control, the servant of repressive

power,43

b. Legal product

Produk hukum adalah semua produk yang mengikat baik secara umum

(regeling) maupun yang mengikat secara khusus (beschikking). Kita tidak

mengenal Undang-Undang saja sebagai produk hukum, melainkan kita

menggunakan istilah Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses pembentukannya, maka produk hukumnya dibentuk

sesuai tata urutan (hierarki) peratauran perundang-undangan. Sehingga

dalam hal ini ada asas yang penting dilihat baik dalam proses

pembentukannya, maupun dari produknya itu sendiri, yaitu:

(1) Asas Lex Specialis derogate legi Generalis (Ketentuan khusus
mengesampingkan ketentuan umum)

(2) Asas Lex posteriori derogate legi Periori (Ketentuan baru
mengesampingkan ketentuan lama)

(3) Asas Lex Superari derogate legi Inperiori (Ketentuan lebih tinggi
mengesampingkan ketentuan lebih rendah)

Dari produk hukum yang telah dibentuk itu, maka ada 3 hal yang bisa

menjadi masalah dalam pelaksanaannya, yaitu;

(1) kekaburan hukum

43) Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, New
York: Harper Colophon Books, 1978).
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(2) kekosongan hukum
(3) konflik hukum

c. Law implemantation
Setelah  melalui pembentukannya, maka selanjutnya adalah
pelaksanaannya. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bisa
terukur sampai sejauhmana ketaatan hukum hukum itu bisa tercapai
sebagai tujuan hukum dari cita hukum yang diharapkan. Karena adanya
perintah dari peraturan perundang-undangan. Seperti orang tertib berlalu
lintas, melengkapi kendaraan sesuai standarisasi maupun kelengkapan
dokumen perjalan dan kendaraan sesuai perintah Undang-Undang yang
mengatur lalu lintas jalan.

d. Law application
Selain melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan (law
implementation), maka ada yang disebut menerapkan (law application) ini
biasanya diterapkan oleh penegak hukum, seperti Polisi membuat surat
tilang lalu melimpahkan kepada Pengadilan karena adanya pelanggaran
lalu lintas jalan. Contoh lain Polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan,
Jaksa membuat Dakwaan, hakim membuat keputusan atau penetapan.

e. Law Enforcement
Berikutnya yang terpenting adalah menerapkan sanksi sebagai bentuk
penegakan hukum yang telah dibentuk dilaksanakan atau diterapkan
tersebut. Bila terjadi pelanggaran hukum, maka wajib bagi petugas atau
lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut
dengan menerapkan sanksi. Sanksi di Indonesia itu tergantung pada jenis
perbuatan, kelompok hukum (publik/privat)
Menurut Steven Vago, mengenai law enforcement ini, menurutnya:
Both institutions are instrument of force and for both institutions the
occasions for using force are unpredictabledistributed. Thus, personnel in

earh must be kept in a highly disciplined state of alert preparedness.**

5.3.2. Membangun Konstruksi Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Sebagai Regulasi Daerah Kota Bontang

44 Steven Vago, 1981, Law and Society, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, page 96
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Sesuai dalam konstruksi hukum secara mendasar, maka dalam
pembentukan peraturan daerah yang mengatur Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Kota Bontang. Berikut konstruksi hukum yang
dibangun menjadi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai
berikut:

1. Filosifis:

e Hal yang mendasar kenapa Peraturan Daerah Kota Bontang yang
mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
ini. Hakekatnya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan
kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang asal usul, kedudukan
dan status sosial, tetapi diperuntukkan kepada seluruh masyarakat
Kota Bontang. Maksudnya terkait dengan penanggulangan bencana
daerah ini, mulai dari prabencana, anggap darurat, dan pascabencana
dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat sebagai korban
bencana. Sehingga korelasi hukum dalam pencapaian jaminan
perlindungan dalam penanggulangan bencana kepada masyarakat,
maka tanggungjawab dan wewenang diberikan kepada Pemerintah
Kota Bontang sesuai sistem Pemerintahan dan pelaksanaan otonomi
daerah.

e Penanggulangan bencana salah satu upaya penciptaan kesejahteraan
melalui program pembangunan dengan tidak meninggalkan bentuk
penanggulangan bencana pada masa prabencana, dan pasca
bencana.

e Adanya pelayanan yang mendasar termasuk pemulihan dalam
penanggulangan bencana bagi korban bencana. Persamaan hak
dalam mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kota Bontang

atas pemberian keselamatan, pemberian bantuan, dan pemulihan.

2. Sosiologis
e Pembentukan Peraturan daerah Kota Bontang yang mengatur
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tentunya harus
menimbulkan manfaat kepada masyarakat luas. Sehingga diperlukan

keterlibatan Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam menciptakan
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pembangunan dan kebijakan didasarkan tata ruang berbasis
penanggulangan bencana.

e Adanya bentuk-bentuk upaya yang dituangkan dalam hukum positif
(ius constitutum) dalam aturan dan langkah-langkah yang dilakukan,
khususnya kebijakan dan tindakan oleh Pemerintah Daerah Kota
Bontang dalam Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana.

e Sebagai alat (social engineering) dalam membangkitkan partisipasi
masyarakat dan kesadaran pentingnya kewaspadaan dan
kemampuan untuk menghindari dan penyelamatan dari bencana.

e Adanya ruang peran masyarakat lain dalam menyalurkan bantuan
sebagai bentuk keprihatinan atas bencana yang terjadi kepada
masyarakat lainnya di Kota Bontang dengan menyalurkannya dan

mempertanggungjawabkan secara benar.

3. Yuridis

e Dalam pengaturan yang berkaitan dengan bencana ini ada 2 bagian
penting, yaitu: (1) Peraturan Daerah yang khusus mengatur
kelembagaan tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Bontang. Peraturan Daerah ini khusus mengatur
bagaimana BPBD itu dibentuk dan strukturisasi, organ organisasi
dan jabatan, juga mengatur tentang tugas dan fungsi. (2) Peraturan
Daerah yang khusus mengatur pada substansi penanggulangan
bencana terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana mulai
dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Peraturan
Daerah ini sebagai pelaksana pada Pemerintah Daerah Kota Bontang
adalah BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kenapa
penanggulangan bencana ini perlu diatur tersendiri dalam Peraturan
Daerah Kota Bontang adalah untuk memastikan adanya payung
hukum bagi BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk
adanya peran pihak lain dalam penanggulangan bencana termasuk
partisipasi masyarakat dan bantuan serta dana bencana, termasuk
pertanggungjawabannya.

e Pembentukan Peraturan Daerah mengatur tentang BPBD adalah

bersifat mandatory karena diperintahkan secara langsung sesuai
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Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur
organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah.

SedangkanPeraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini termasuk
dalam kategori mandatory tidak langsung, karena tidak diperintahkan
langsung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Hanya saja tetap diperlukan peraturan ini
untuk memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan
Penanggulangan bencana daerah, karena ada hal lain yang secara
khusus menjadi payung hukum di daerah untuk memberikan
jaminan dalam menentukan, arah dan jangkauan kebijakan dalam
penanggulangan bencana yang melibatkan Pemerintah dan aparat
keamanan dan ketertiban, Pemerintah Daerah, pihak lain dan
masyarakat dalam hal tahapan-tahapan penanggulangan bencana,
terlebih pada pemulihan pasca bencana dan tanggungjawab
pengelolaan dan penggunaan dana dan bantuan penanggulangan
bencana. Pencajabaran lebih lanjut atas adanya tanggungjawab (Lihat
Pasal 8 Undang-Undang No 24 Tahun 2007), Wewenang (Lihat Pasal
9 Undang-Undang No 24 Tahun 2007), penjabaran atas
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada aspek: a. Sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat, b. kelestarian lingkungan hidup,
c. kemanfaatan dan efektivitas, dan c. lingkup luas wilayah. (lihat
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007)

Selanjutnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

di Kota Bontang, maka dapat di konstruksikan, sebagai berikut:

Tabel 5.1. Konstruksi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Daerah di Kota Bontang

Filsafat dan

Nilai Melahirkan Asas Kisi-kisi Norma
e Manusia diberikan kelebihan | lmu  Pengetahuan | lmu  Pengetahuan
dari Makhluk lainnya yang | dan Teknologi teknologi sebagai
diciptakan oleh Allah SWT untuk merencanakan
(Tuhan Yang Maha Esa). penanggulangan bencana

teknologi
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Perlakuan yang sama tanpa
dibedakan dalam kehidupan
atas perbuatan yang
melanggar nilai-nilai.

e Kesamaan
kedudukan hukum
dan Pemerintahan

e Keserasian

e Hak yang sama bagi setiap
orang yang terkena
bencana untuk
mendapatkan  pelayanan
kesehatan, perlindungan
dan hak lainnya

Hak-hak asasi manusia
sebagai hak mendasar yang
melekat dan dimiliki oleh
setiap manusia sebagai
makhluk sosial.

e Kebersamaan
e Keseimbangan

e hak untuk mendapat
pertolongan dan bantuan

hak untuk pemulihan dari
dampak bencana

Melembaganya kehidupan
manusia yang diawali dalam
terbentuknya masyarakat
sebagai ciwil of cociaty,
makhluk yang saling
berinteraksi dan berhubungan
dengan manusia lainnya,
sehingga saling tergantung
dengan lainnya. Hal ini sebagai
awal adanya negara

e Kemanusiaan

e Keadilan

e Ketertiban dan
kepastian hukum

e Kelestarian
lingkungan

e cepat dan tepat

e prioritas

e koordinasi

e keterpaduan atau
sinergitas

e berdaya guna

e transparansi

e akuntabilitas

e integritas

e nonproletisi

e Partisipasi

e Tanggungjawab dalam
penanggulangan bencana
adalah beban yang
diberikan kepada Negara
melalui sistem
pemerintahan daerah yang
diberikan kepada Daerah
Kota Bontang melalui OPD
yang diberi Tupoksi untuk
itu.

Tanggungjawab Pemerintah
dalam menyusun kebijakan
yang dituangkan dalam
RPJMD dan RTRW terkait
pembangunan yang juga

berbasis pada
penanggulangan bencana.
Menyiapkan sedini
mungkin perencanaan
pembangunan dengan
berbasis pada

penanggulangan bencana
seperti infrastruktur yang
menyediakan titik kumpul
dan jalur evakuasi,
kontruksi bangunan tahan
terhadap bencana, posisi
dan letak yang tidak rawan
bencana melalui penetapan
zonasi rawan bencana.

» Wewenang untuk bertindak

bagi Pemerintah Kota
Bontang dalam
menyelenggarakan
Penanggulangan bencana

» Hak dan kewajiban
masyarakat
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» Adanya lembaga OPD yang

khusus menangani
penangulangan bencana
yang kedudukan dan
jabatannya pelaksananya
setingkat dengan OPD lain
dalam hal sebagai
koordinator dan komando
penanggulangan  bencana.
karena berfungsi koordinasi
melakukan koordinasi
kepada seluruh OPD yang
ada dan koordinasi juga
dengan lembaga pemerintah
vertikat terlebih lagi pada
aparat keamanan (TNI) dan
penegak hukum (POLRI)

5.3.3. Alasan Judul

Judul yang diminta sebenarnya adalah berkaitan dengan Mitigasi

Bencana. Setelah Tim mempelajari secara mendalam mengenai mitigasi

bencana, maka disimpulkan untuk judul ini tidak tepat. Sehingga tim

kemudian mempelajari landasan yuridis dan alasannya, maka disampaikan,

sebagai berikut:

1)

2)

bahwa nomenklatur yang dipergunakan mulai dari judul Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah
“Penanggulangan Bencana”. Kedua kata ini, khususnya pada awal judul
menggunakan Kata: “Penanggulangan”, memiliki makna sebagaimana
disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, online:
penanggulangan/pe-nang-gu-lang-an/ n proses, cara, perbuatan
menanggulangi. Kata Penanggulangan bila dimaknai sebagai proses,
cara, dan perbuatan menanggulangi, tentu saja bermakna sangat luas.
Keluasan ini berarti mulai diawali kebijakan, perencanaan, tindakan,
dan evaluasi. Sehingga ruang lingkup pengaturan dalam garis besarnya
dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu Tahap Prabencana, tahap tanggap
darurat, dan tahap pascabencana.

bahwa mitigasi bencana merupakan bagian dari tindakan saat
melakukan tanggap darurat. Ini menunjukkan tidak menyentuh pada

tahap pertama prabencana dan akhirnya yaitu pascabencana.
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Sementara kewenangan yang diberikan untuk Kabupate/Kota
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana disebutkan dalam Pasal 5 berbunyi:
Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 5 ini jelas secara tegas kewenangan yang diberikan kepada daerah
adalah Penyelenggaraan penanggulangan bencana, bukan mitigasi
bencana. Kemudian sesuai tanggungjawab dan kewenangannya daerah
yang dimaksud adalah Kabupaten/Kota, dalam hal ini adalah Kota
Bontang adalah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, yaitu:

Pasal 8, berbunyi:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam  penyelenggaraan

penanggulangan bencana meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena
bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko
bencana dengan program pembangunan; dan

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9, berbunyi:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya
selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-
unsur kebijakan penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana
dengan provinsi dan/ atau kabupaten/ kota lain;

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber
ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan
sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
dan

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang
berskala provinsi, kabupaten/ kota.

Sementara Mitigasi Bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2007 masuk dalam Pasal 47, berada pada tahap

prabencana, sementara wewenang yang diberikan sesuai Pasal 9
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mencakup keseluruhan mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan
pascabencana. Kemudian kewenangan Kabupaten/Kota dalam
penanggulangan bencana disebutkan adalah Penanganan bencana,
maka kabupaten/Kota diberikan kewenangan sebagaimana tampak
pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dibawah ini:

INd Sub Bidang Pemerinta Pusat Provinsi Kab/Kota
5| Penanganan @a. Penyediaan Penyediaan @a. Penyediaan kebutuhan
Bencana kebutuhan dasar kebutuhan dasar dan pemulihan
dan pemulihan dasar dan trauma bagi korban
trauma bagi pemulihan bencana
korban bencana ftrauma kabupaten/kota.
nasional. bagi b.Penyelenggaraan
b. Pembuatan korban pemberdayaan
modelpemberday [pencana masyarakat terhadap
aan masyarakat |provinsi. kesiapsiagaan bencana
terhadap kabupaten/kota.
kesiapsiagaan
bencana.

Sumber: Lampiran F, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Sedangkan Untuk Penanggulangan Bencana, Disebutkan Dalam
Lampiran E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman
Dan Ketertiban Umum Serta PerlindunganMasyarakat, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka 2,
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sama dengan
Pemerintah Provinsi yaitu Penanggulangan Bencana Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Hanya saja ruang lingkupnya disesuaikan dengan
cakupan kewenangan masing-masing. Tetapi yang jelas dan tegas
pengaturan berdasarkan kewenangan diberikan adalah Penanggulangan

Bencana, bukan mitigasi bencana.

5.3.4. Konsideran Menimbang

Muatan dalam menyajikan konsideran menimbang ini harus sarat

dengan muatan filsafati dan sosiologi. Oleh karena itu konsideran

menimbang ini diberikan kisi-kisi:

e Bahwa kondisi geografis dan demografis Kota Bontang termasuk daerah

rawan bencana, baik bencana alam seperti banjir, kebakaran, tanah

longsor, maupun rentan bencana industri yang dapat menghancurkan
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tatanan kehidupan masyarakat dan Pemerintah daerahbersifat fisik
maupun non fisik, kerusakan lingkungan, kerugian harta bencana, dan
dampak psikologis, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa

bahwa bencana merupakan peristiwa yang dihenkadi Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa yang berkendak atas segala sesuatu melalui bencana,
maka Pemerintah Daerah Kota Bontang dengan tanggungjawab dan
kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan antisipasi terjadinya
bencana dan mengurangi resiko terjadinya kerugian dan korban jiwa
memerlukan juga dukungan berupa partisipasi masyarakat dalam rangka
melaksanakan penanggulangan bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, maka perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
5.3.5. Konsideran Mengingat

Untuk menjamin kepastian hukum dalam hirarki peraturan

perundang-undangan. Sesuai Tata hirarki peraturan yang berlaku, maka

dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Landasan Hukum Secara Hirarki Peraturan Perundang-
undangan Penanggulangan Bencana

Tata Urutan Peraturan
Perundang-undagan

Peraturan Perundang-Undangan

1. Konstitusi/UUD 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Tap MPR RI

3. UU/Perpu

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara R.I Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara R.I Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur,
Kabupaten Kuatai Barat, dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
Sebagaimana telah diubah denganUndang-
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Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059).

11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S063);
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12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaiman telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4 .Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3175);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan = Pengelolaan
Bantuan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional
dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010
tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5154);

. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5772);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden

2.

1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Nomor ....);

Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019
tentang Badan Nasional Penanggulang
Bencana (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor ....);
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6.Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini
Masyarakat di Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan
Sarana dan Prasarana dalam
Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah.
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah...)

2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun
2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bontang Nomor 35);

3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata
Ruang Dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-
2036(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun
2016 Nomor.....,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bontang.....)

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1

Tahun .... tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang
Tahun....Nomor.....Tambahan Lembaran

Daerah Kota Bontang Nomor...... )

5.3.5. Batang Tubuh

5.3.5.1. Ketentuan Umum

e Daerah adalah Kota Bontang;

e Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom;

o Walikota adalah Walikota Bontang;
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Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
Kota Bontang;

Badan Panggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.;
Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena
bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan,
prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah
penyakit;

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia
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yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat dan terror;

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;

Pengurangan risiko bencana adalah kegiatan untuk
mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan
identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera
terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi;

Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana,;
Rencana  penanggulangan bencana adalah dokumen
perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan
pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana dari tahap tanggap darurat dan pasca bencana;
Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah
dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi
landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh
pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif
komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan
yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh
seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko
bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan
ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau
mengurangi ancaman bencana,;

Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan
terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi
badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi
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atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,
geogralfis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada
suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan
mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk
bahaya tertentu;

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta
melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana;

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak
bencana,;

Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana;
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana,;

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan
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prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik
pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan
sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pascabencana;

Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang
atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia
akibat bencana;

Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena
bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian
darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari
korban bencana;

Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa
atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat
buruk bencana;

Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu
kepemilikan korban bencana;

Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat
yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian
maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk
mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana;

Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan
jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk
oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,

agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
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untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

e Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam
lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa
atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non
pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-
Bangsa.

5.3.5.2. Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup

e Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana daerah

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kemanusiaan;

=

Keadilan;

Keseimbangan;

o o

Keselarasan;
Keserasian;
Kebersamaan;

Kelestarian Lingkungan Hidup;

5o o

Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

-

Partisipatif;
Transparansi

k. Akuntabilitas

—.

1. Non diskriminasi
m. Non Proletisi
e Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sewaktu-

waktu dapat terjadi di wilayah Kota Bontang dengan tujuan

spesifik sebagai berikut:

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana;

b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

c. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
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5.3.5.3.

5.3.5.4.

yang terdapat di Kota Bontang;
d. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan
kedermawanan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Sistem
Penanggulangan Bencana, Penanggulangan  Bencana,
Mekanisme Penanggulangan Bencana, Partisipasi Masyarakat,
Pendanaan, Pengawasan dan Evaluasi, Ketentuan Penyidikan,

Ketentuan Pidana.

Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem penanggulangan bencana disusun berdasarkan potensi
kerawanan bencana, mekanisme penanggulangan bencana,
koordinasi perencanaan dan penanggulangan dengan
melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Sistem kebencanaan memperhitungan kesiapsiagaan dan
rentang kewenangan daerah dengan memperhatikan sasaran
penanggulangan dan pemulihan dampak bencana sampai unit

terkecil yaitu perlindungan individu.

Mekanisme Penanggulangan Bencana

1) Pra Bencana

e Sistem Penanggulangan pada fase Pra bencana meliputi

kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dan latihan

penanggulangan kebencanaan. Perencanaan penanggulangan

bencana, meliputi:

a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;

b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

c. Analisis kemungkinan dampak bencana;

d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan
dampak bencana,;

f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Latihan penanggulangan bencana adalah kegiatan berupa

simulasi penanggulangan bencana pada unit tertentu di
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antaranya skala perusahaan, perkantoran, lingkungan
pendidikan, lingkup Rukun Tetangga di setiap area yang
memiliki potensi terjadinya bencana.
Perencanaan penanggulangan bencana diarahkan untuk
mengurangi atau menghilangkan risiko bencana melalui
kegiatan:
a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau
ancaman bencana;
b. Pemantauan terhadap:
1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
2) penggunaan teknologi tinggi.
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan

pengelolaan lingkungan hidup;

d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

e. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

f. Persyaratan analisis risiko bencana;

g. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
h. Pendidikan dan pelatihan; dan

e

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
Perencanaan penanggulangan bencana dimulai dari analisis
risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai
tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat
menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan
ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi
bencana. Analisis risiko bencana disusun oleh BPBD secara
terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar Profil
kebencanaan, Kerentanan wilayah, dan Kapasitas untuk
mengatasi ancaman dan kerentanan.

Mitigasi bencana pada fase pra-bencana diarahkan untuk
mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana
terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan

bencana meliputi kegiatan:
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a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang yang terdapat di area pesisir dan laut, kawasan
permukiman, dan area industri berdasarkan pada analisis
risiko bencana;

b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur,
dan tata bangunan; dan

c. Membuat informasi tentang area evakuasi, peta bencana,
dan informasi tentang pencegahan dini

Informasi dilakukan dengan cara mudah diakses oleh semua

masyarakat.

Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi terkait

dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa peta

rawan bencana, jenis bencana, jalur evakuasi, dan tanda-tanda
bahaya bencana. Pemerintah wajib menempatkan informasi
terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berupa peta rawan bencana, jenis bencana, jalur evakuasi, dan
tanda-tanda bahaya bencana di setiap tempat stategis, di setiap

Rukun Tetangga, Kantor Pemerintah, lembaga pendidikan,

lembaga keagamaan. Perusahaan yang usaha kegiatannya

menggunakan area pantai, lereng, pengelolaan gedung,
pengelolaan perumahan, hotel, dan restoran di seluruh wilayah

Kota Bontang dan mendapatkan izin dari Pemerintah Kota

Bontang wajib menyediakan informasi penanggulangan

bencana.

Setiap orang dilarang merusak merusak fasilitas informasi

berupa tanda-tanda jalur evakuasi, merusak pengumuman

peta rawan bencana, dan merusak area jalur evakuasi dan atau
membangun bangunan di area yang berpotensi mengganggu
jalur evakuasi saat bencana terjadi.

Penentuan status bencana di Daerah dilakukan oleh Walikota

sesuai dengan kewenangannya. Dalam menentukan status

bencana, Instansi berwenang memberikan laporan kondisi

bencana kepada Walikota sebagai dasar penetapan status
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bencana. Penetapan status bencana dilakukan dengan
memperhatikan dampak dari suatu bencana.

e Penilaian dampak bencana oleh instansi berwenang dilakukan
dengan mengacu pada pedoman penentuan satus bencana
daerah dengan memuat indikator yang meliputi Jumlah
korban, Kerugian harta benda, Kerusakan sarana dan
prasarana, Cakupan luas wilayah yang terkena bencana,
Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan Dampak pada
tata pemerintahan. Pedoman penentuan status bencana daerah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2) Tanggap Darurat

e Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat meliputi:

a. Penentuan secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, kerugian, dan sumber daya;

b. Penentuan status keadaan darurat bencana;

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,;

d. Pemenuhan kebutuhan dasar;

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

f.  Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD Kota

Bontang sesuai dengan kewenangannya.

3) Pasca Bencana

o Kegiatan pada fase pascabencana terdiri atas Rehabilitasi dan
Rekonstruksi.Rehabilitasi pada  wilayah  pascabencana

dilakukan melalui kegiatan:

a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;

b. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
c. Pemulihan sosial psikologis;

d. Pelayanan kesehatan;

e. Pekonsiliasi dan resolusi konflik;

f. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;

g. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
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h. Pemulihan fungsi pemerintahan;
i. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
Rekonstruksi ditujukan pada kegiatan membangun kembali
prasarana dan sarana merupakan kegiatan fisik pembangunan
prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan
ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana
tata ruang wilayah Kota Bontang.

o Kegiatan pada fase pascabencana dilakukan melalui koordinasi
dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi baik dari

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5.3.5.5. Partisipasi Masyarakat

e Masyarakat berhak mendapatkan informasi dari Pemerintah
Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
Daerah berupa peta rawan bencana, jenis bencana, jalur
evakuasi, dan tanda-tanda bahaya bencana.

e Masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap fase pra-
bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Partisipasi
masyarakat berasal dari individu, kelompok, lembaga swadaya
masyarakat (civil society organization), dan pelaku usaha.
Bentuk partisipasi masyarakat dapat berbentuk bantuan
keahlian, pendampingan korban, pemberian sarana tempat
penampungan sementara, bantuan sandang dan pangan, dan
bantuan dana pembangunan kembali pada area terdampak.
Partisipasi masyarakat wajib berkoordinasi dengan pejabat

khususnya pada fase pra-bencana dan pascabencana.

5.3.5.6. Pendanaan
e Pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Kota
Bontang), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Provinsi
Kalimantan Timur), Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

(APBN), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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Anggaran belanja untuk penanggulangan bencana wajib
disediakan dalam setiap penetapan APBD Kota Bontang.
Anggaran belanja mendasarkan pada perhitungan potensi
ancaman bencana di Kota Bontang.

Pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berasal
dari dunia wusaha, perwakilan-perwakilan internasional,
lembaga-lembaga swadaya  masyarakat (civil  society
organization), dan perorangan.

Setiap bantuan baik berupa barang, jasa, maupun uang yang
berasal dari sumber lain yang tidak mengikat wajib
dikoordinasikan dengan penanggung jawab bendacana daerah
kecuali sumbangan perorangan. Sumbangan perorangan pada
tanggap darurat dapat disalurkan langsung kepada korban
tanpa membutuhkan persetujuan dari penanggun jawab badan
penanggulangan bencana daerah.

Setiap badan usaha yang izin usahanya di keluarkan oleh
pemerintah Kota Bontang wajib menyediakan anggaran
penanggulangan bencana minimal bagi kebutuhan penyediaan
dana untuk pendidikan, dan pelatihan kewaspadaan bencana
di sekitar area operasi perusahaan. Kegiatan pendidikan dan
pelatihan kewaspadaan bencana dikelola oleh setiap

perusahaan dengan berkoordinasi dengan BPBD.

5.3.5.7. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan

Pengawasan ditujukan terhadap BPBD, pelaku wusaha,
masyarakat terhadap tingkat kesiapan penanggulangan
bencana mulai prabencana, tanggap darurat, dan
pascabencana. Walikota atau Pejabat yang berwenang
mengembangkan sistem pengawasan terhadap
penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana daerah (pra-bencana),
tanggap darurat, dan pascabencana. Tata cara pengawasan

ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
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e Evaluasi
Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
dilakukan pada fase kesiapsiagaan penanggulangan bencana
dan fase pascabencana. Evaluasi pada fase kesiapsiagaan
bencana adalah proses penilaian kesiapan system tanggap
darurat, sarana-prasarana, keberhasilan pendidikan
kebencanaan, dan kesediaan para pihak dalam menyiapkan
datangnya bencana. Evaluasi fase pascabencana adalah
serangkaian tindakan untuk memberikan penilaian terhadap
seluruh komponen penyelenggaraan penanggulangan bencana
mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Hasil evaluasi dilaporkan kepada Walikota untuk menjadi
bahan penyusunan kebijakan dan manajemen
penganggulangan bencana pada masa yang akan datang. Hasil
evaluasi dikeluarkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh
Walikota dan atau secara fungsional dilaksanakan oleh BPBD

bersama dengan pihak bekepentingan lainnya.

5.3.5.8. Sanksi Administrasi
e Pemegang Izin yang melakukan pelanggaran terhadap
perusahaan yang usaha kegiatannya menggunakan area
pantai, lereng, pengelolaan gedung, pengelolaan perumahan,
hotel, danrestoran di seluruh wilayah Kota Bontang dan
mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Bontang tidak memiliki
izin dalam menyediakan informasi penanggulangan bencana,
dikenakan sanksi peringatan dan jika peringatan tidak
diindahkan sampai dengan tiga kali berturut-turut maka akan
dikenakan sanksi administrasi penghentian kegiatan

sementara.

5.3.5.9. Ketentuan Penyidikan
e Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Repubik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi
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wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang

Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang perkebunan.

e Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perkebunan;

b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar
dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam
tindak pidana di bidang perkebunan;

c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
perkebunan;

d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam
kawasan pengembangan perkebunan,;

e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti
tindak pidana di bidang perkebunan;

f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perkebunan;

membuat dan menanda tangani berita acara; dan

ga

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup
bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.

e Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

5.3.5.10. Ketentuan Pidana
e Setiap orang yang merusak merusak fasilitas informasi
berupa tanda-tanda  jalur evakuasi, merusak
pengumuman peta rawan bencana, dan merusak area

jalur evakuasi dan atau membangun bangunan di area
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yang berpotensi mengganggu jalur evakuasi saat bencana
terjadi, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah). Tindak pidana ini adalah pelanggaran.

5.3.5.11. Ketentuan Peralihan
e Segala peraturan perlaksanaan sebelum adanya peraturan
daerah ini, sepanjang masih sesuai dengan tidak bertentangan

dianggap tetap berlaku.

5.3.5.12. Ketentuan Penutup
e Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

B.Penjelasan Umum

Kota Bontang berada di wilayah Pesisir yang menghadap ke Selat
Makassar merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa oleh karena posisi
yang strategis ini dibarengi dengan hadirnya industry-industri besar.
Industri yang besar ikut menghadirkan tenaga kerja dalam jumlah besar
pula. Namun demikian, potensi dasar yang dimiliki oleh Kota Bontang
rentan terhadap kerawanan bencana alam termasuk bencana sosial.
Kondisi ini memerlukan kesiapsiagaan semua komponen untuk
menghindari bencana yang dapat menimbulkan kerugian besar baik harta
maupun nyawa.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan pedoman
pengelolaan bencana dengan memberikan porsi pada perispan (pra
bencana), tanggap darurat, dan pasca bencana. Tujuan peraturan ini
adalah sebagai berikut:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
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c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta yang
terdapat di Kota Bontang;
d. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan

kedermawanan.

:Y\: 5 8] PENUTUP
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6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dari bab I sampai

dengan bab V, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1.

Bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi Kota
Bontang diberikan tanggungjawab dan wewenang untuk mengatur
dalam produk hukum daerah sebagai payung hukum untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dalam merencanakan,
melaksanakan atau mengambil tindakan dalam tanggap darurat,
melakukan pemulihan dalam masa pasca bencana.

Bahwa Organisasi yang melaksanakan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Kota Bontang sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku diserahkan kepada BPPD sebagai leading sector
yang tugas dan fungsinya telah ditentukan untuk penanggulangan
bencana.

Bahwa fokus pengaturan dalam membangun konstruksi hukum
membentuk norma Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
di Kota Bontang di awali dari melihat kondiri riil berupa fakta-fakta dan
dasar-dasar hukum yang lebih tinggi lalu di tarik benang merah ruang
kewenangan dan substansi pengaturan agar dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Bontang dalam penanggulangan bencana.

Bahwa hal yang paling mendasar secara filsafati membangun hukum
penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan menyadarkan
masyarakat pentingnya penanggulangan bencana dilakukan khususnya
pada prabencana, bukan berpasrah menerima keadaan atau nasib,
sebab bencana sebenarnya dapat diprediksi dan diperkirakan serta
seberapa besar terjadinya sehingga juga pengaturan ini memberikan

manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat Kota Bontang.

6.2. Saran-saran/Rekomendasi

Sebagai kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka ada

beberapa hal yang perlu untuk disampaikan sebagai saran atau

rekomendasi, yaitu:

1.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian mendalam terhadap
penanggulangan bencana yang selama ini telah dilaksanakan
Pemerintah Kota Bontang melalui BPPD sebagai pelaksana yang

bertanggungjawab dan berwenang sebagai koordinator dan komando.
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Diperoleh bahan hukum kelemahan dalam koordinasi berupa tugas dan
fungsi BPPD dalam, khususnya koordinasi kedudukan kepala pelaksana
BPPB dalam eselonisasi yang tidak sejajar dengan Kepala OPD lain di
Bontang yaitu eselon III a, sementara Kepala OPD yang lain adalah eslon
II b. Walalupun ada yang mendasari berupa Permendari dan Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khusus mengatur
kewenangan Kepala pelaksana BPBD Kota Bontang, tapi perlu untuk
diperhatikan pada Peraturan Daerah dimaksud.

2. Perlu memperkuat tanggungjawab dan fungsi BPPD Kota Bontang dalam
memberikan masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan
berupa RPJMD dan menyusun RTRW, termasuk persetujuan atas suatu
aktivitas kegiatan program pembangunan dan kegiatan usaha dari BPPD

sebagai salah satu upaya mengurangi resiko terjadinya bencana.
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B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1965 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 1106)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
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Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor
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Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
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Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
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